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MOTTO 
 
 اَ يٰ  ی اَهُّاَّل ذِا ذِ ذِا اَ يْل ذِ  يْ كُ اَ يْػ اَػ  يْ كُ اَلااَ يْ اَا يْ كُ كُ يْ اَ اَ  ايْ كُػ اَ يٰا اَ يْ 
ذِذَّلآ ٍضااَراَػ  يْ اَعنةاَر اَ
ذِتِ اَفيْ كُ اَ  يْفاَاِّ  يْ كُ يْنۗ 
 يْ كُ اَسكُفيْػناَا يْ كُ كُػت يْقاَػ اَ اَك ۗف
ذِا اَاللهَّ نميْ 
ذِحاَر يْ كُ ذِ  اَف اَ  
Artinya: 
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QSAn-
Nisâ‟[4]:29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
x 
 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بت  Kataba 
2. ر ذ Żukira 
3. بهذ  Yażhabu 
xi 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ل  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...ك  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ف   Kaifa 
2. ؿ ح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...م  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...م  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...ك  Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
xii 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿ ق Qāla 
2.   ق Qīla 
3. ؿ ق  Yaqūlu 
4. ي ر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿ فالأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةح ا Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
xiii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   ّ ر Rabbana 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  جّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   أ Akala 
2. فكذخأ  Taꞌkhuzūna 
3. ؤ لا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿ سر إ دحمم    ك Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلم علا بر اللهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ  له اللها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فاز لماك    لا ا فكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 Rheni Nila Haryani, NIM: 142.111.012 “Praktik Jual Beli Barang-
Barang Pokok untuk Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo).” 
  
 Praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa 
Karanganyar Weru Sukoharjo menjadi daya tarik penelitian ini karena transaksi 
jual beli ini dilakukan oleh masyarakat dan menjadi salah satu alternatif dalam 
menyelenggarakan hajatan di desa tersebut. Selain itu, transaksi ini dipandang 
sekilas mirip dengan bai‟ inah. Dimana jual beli inah atau bai‟ inah tersebut dalam 
hukum Islam telah dilarang sesuai dengan pendapat para ulama dalam rangka 
untuk menghindari adanya hilah ribawiyah. 
  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli 
barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo dari pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku yang 
menyelenggarakan hajatan) serta penjualan kembali dari pihak pembeli (selaku 
yang menyelenggarakan hajatan) kepada pihak penjual semula, selain itu juga 
bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli 
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menekankan pada 
data lapangan dengan menggunakan data primer. Dengan pendekatan normatif 
sosiologis. Pengumpulan data dengan cara wawancara serta dokumentasi. Analisis 
dalam pembahasan ini adalah analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari 
kasus-kasus di lapangan.  
  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme praktik penjualan 
tersebut dilakukan oleh masyarakat, dimana pihak yang akan menyelenggarakan 
hajatan membeli barang-barang keperluan hajatan kepada pihak penjual dengan 
cara pembayaran di akhir ketika hajatan telah selesai diselenggarakan. Apabila 
barang tersebut terdapat sisa, maka dijual kembali kepada pihak penjual semula. 
Dari pihak penjual akan membeli barangnya kembali dengan harga yang lebih 
murah. Berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan hukum wadh’i, jual beli ini 
adalah sah karena rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam sudah 
terpenuhi. Namun secara hukum taklifi parktik tersebut adalah makhruh karena 
meskipun syarat harga barang telah terpenuhi karena adanya kerelaan oleh kedua 
belah pihak, namun hal tersebut mengandung ketidakjelasan/gharar dimana tidak 
adanya kesepakatan harga yang jelas yang dapat memunculkan beberapa 
mudharat yang tidak sebanding dengan manfaat yang dimunculkannya, serta 
adanya gharar dalam jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual 
beli dalam hukum Islam. 
 
 
Kata kuci: jual beli, barang-barang pokok untuk keperluan hajatan, hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 
 Rheni Nila Haryani, NIM: 142.111.012 “The practice of buying and 
selling goods of the principal for the purposes of the celebration of the 
perspective of Islamic law (Case study in the village Karanganyar Weru 
Sukoharjo)” 
 
 The practice of buying and selling goods of the principal for the purposes 
of the celebration in the village of Karanganyar Weru Sukoharjo became 
attraction of this research because the sale and purchase transactions this is 
conducted by the community and become one of the alternatives in organizing the 
celebration in the village. In addition, transaction this a glimpse similar to bai‟ 
inah. Where selling buy inah or bai‟ inah in the Islamic law has banned in 
accordance with the opinion of the scholars in order to avoid the existence hilah 
ribawiyah. 
  
 The purpose of this study was to determine the mechanism of the practice 
of buying and selling goods of the principal for the purposes of the  celebration in 
the village of Karanganyar Weru Sukoharjo from the seller to the buyer (as that 
organizes a celebration) as well as the resale of the buyer (as that organizes a 
celebration) to the seller originally, in addition it also aims to explain the view of 
Islamic law against the practice of buying and selling this.This study is the 
research case study that emphasizes on the data field with using the data primer. 
With the approach normative sosiologis. Collecting data with the way the 
interview as well as documentation. Analysis in discussion of this is the analysis 
induktif namely the withdrawal of the conclusion of cases in the field. 
 
 The results of research shows that the mechanism the practice of sales the 
mentioned is carried out by the public, where the people will hold celebration buy 
goods for celebration toward the seller with a way of payment in the end of the 
when celebration has been completed organized. If the goods mentioned be found 
the rest, then sold back to the seller first. From the seller will buy goods their back 
with the price is cheaper. Based on the law of Islam, in accordance with the law 
wadh‟i, selling buy this is legitimate because the terms and the pillar of selling 
buy according to the Islamic law have gone unmet. But according of the law 
taklifi such practices is makhruh because although the terms of the price of the 
goods has been fulfilled because of the existence of a willingness by both parties, 
but it this contain uncertainty/gharar where the absence of the price agreement 
which can give rise to some harm which is not outweighed by the benefits that it 
give, as well as the presence of gharar in the sale and purchase this are not in 
accordance with the principles of buying and selling in Islamic law. 
 
 
Keywords: sell buy, staple items for the purpose of the celebration, the law of 
Islamic. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh 
manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling 
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan.
1
  
 Jual beli diperbolehkan dalam Islam selagi kegiatan jual beli tersebut 
tidak mengandung hal-hal yang telah dilarang oleh syariat.
2
 Jual beli dalam 
Islam termasuk kedalam hal muamalah. Jual beli mengandung peran penting 
dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Selain itu jual beli 
dapat dikatakan sebagai tolong menolong, yaitu memudahkan seseorang 
dalam mendapatkan barang yang ia butuhkan.
3
 
 Dalam transaksi jual beli terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan 
barang yang diperjualbelikan, mulai dari barang-barang kebutuhan pokok 
atau primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Salah satu 
contoh jual beli barang-barang kebutuhan pokok/primer yaitu jual beli 
kebutuhan pangan seperti halnya makanan dan minuman yang juga mencakup 
                                                          
 
1
 Said Agil Husin Al Munawar, Membangun Metodologi Ushul Fiqh, (Jakarta: Ciputat 
Press, 2004), hlm. 289. 
 
 
2
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 212. 
 
 
3
 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet. 
Ke-I, hlm. 71. 
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bahan-bahan makanan dan minuman. Dalam kehidupan sehari-hari jual beli 
kebutuhan pokok/primer merupakan hal yang sering dilakukan manusia, 
karena hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari 
manusia yang tidak bisa ditinggalkan. 
 Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli mengalami banyak 
perkembangan bentuk transaksi. Seperti halnya transaksi jual beli barang-
barang kebutuhan pokok/primer yang digunakan untuk menyelenggarakan 
hajatan tepatnya di desa Karanganyar Weru Sukoharjo. Karena pada 
umumnya suatu hajatan itu memerlukan biaya yang banyak, maka orang yang 
mempunyai hajatan di sini sebagai pembeli biasanya meminta pihak penjual 
kebutuhan pokok untuk menyetorkan terlebih dahulu barang-barang 
keperluan hajatan beberapa hari menjelang hari-H hajatan. Mengenai 
pembayaran total barang-barang yang diminta oleh pihak pembeli yang 
mempunyai hajatan, dilakukan setelah hajatan tersebut selesai dilaksanakan. 
Jika barang-barang yang telah disetorkan untuk hajatan tersebut nantinya 
terdapat sisa ketika hajatan telah selesai dilaksanankan, maka sisa barang 
yang disetorkan tersebut akan dikembalikan (dijual kembali) kepada pihak 
penjual. Dari pihak penjual akan membelinya, namun tidak dengan harga 
semula/harga belinya. Semisal harga semula/harga beli gula yang tadinya Rp. 
15000 maka dari pihak penjual akan membelinya dengan harga Rp. 13000 
atau dibawah harga semula/harga belinya.
4
 Barang yang dapat dikembalikan 
kepada pihak penjual semula hanya terbatas pada barang-barang yang berasal 
                                                          
 4 Dwi, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2017, 
pukul 14.30 WIB - selesai. 
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dari pihak penjual saja. Apabila terdapat barang lain yang bukan berasal dari 
pihak penjual, maka pihak penjual tidak mau menerimanya.
5
 
 Transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat karena menjadi 
salah satu alternatif dalam menyelenggarakan suatu hajatan mengingat biaya 
untuk menyelenggarakan hajatan sangatlah banyak, sehingga transaksi jual 
beli tersebut dapat membantu masyarakat setidaknya dalam hal pemenuhan 
kebutuhan konsumsi pada hajatannya. Di samping si pembeli yang 
menyelenggarakan hajatan bisa mendapatkan bantuan dana konsumsi berupa 
barang kebutuhan hajatan tersebut terlebih dahulu dari pihak penjual, ia juga 
dapat mengembalikan (menjual kembali) barang yang telah disetorkan oleh 
penjual apabila terdapat sisa kepada penjual lagi meski dihargai dengan harga 
yang berbeda atau dibawah harga belinya. Meskipun demikian, hal tersebut 
dapat mengurangi hutangnya atas total harga barang-barang yang ia minta 
sebelumnya kepada penjual.
6
 
 Dari transaksi tersebut memang sangat membantu masyarakat sebagai 
pembeli dalam menyelenggarakan hajatannya, namun di sisi lain dari hal 
tersebut secara tidak langsung dapat merugikan salah satu pihak terutama 
pembeli karena dalam pengembalian barang ke penjual semula harga barang-
barang tersebut menjadi berbeda dengan harga awal (harga belinya) yaitu 
lebih murah dari harga awal tersebut, sedangkan pembeli yang 
                                                          
5
 Suharno, Penjual barang kebutuhan pokok dan hajatan, Wawancara Pribadi, 18 Maret 
2018, pukul 15.00 WIB - selesai. 
 
 6 Dwi, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2017, 
pukul 14.30 WIB - selesai. 
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menyelenggarakan hajatan tersebut tetap harus melunasi hutangnya atas 
semua total harga barang-barang yang ia minta sebelumnya kepada pihak 
penjual. Selain itu dalam hal pembayarannya, harga barang baru diketahui 
oleh pembeli pada saat penotalan barang yaitu ketika selesai hajatan dan 
bukan ketika prosesi permintaan barang kepada penjual. Sehingga pihak 
pembeli mau tidak mau harus setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh 
pihak penjual berapapun harganya.
7
  
 Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kecurangan atau 
penipuan/gharar yang mungkin dapat terjadi. Padahal dalam hal muamalah, 
Rasulullah telah melarang adanya unsur riba, gharar, dan penggabungan dua 
akad dalam satu transaksi.
8
 Larangan-larangan yang disampaikan Rasulullah 
menjadi batas boleh dan tidaknya suatu transaksi menurut Islam. Adanya 
adat/urf seringkali ditolerir selama maslahat yang dikandungnya lebih 
dominan. Sebaliknya manakala ada kekhawatiran terjerumus pada sesuatu 
yang dilarang, maka transaksi yang secara formal sesuai norma bisa 
dinyatakan dilarang secara moral. Hukum Islam senantiasa mengahadapi 
kreatifitas manusia dalam berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan 
manusia tersebut bisa saja belum ditemukan pada masa Rasul, namun harus 
jelas kategori hukumnya menurut Islam. 
 Selain itu dalam hukum Islam terdapat adanya jual beli yang dilarang, 
salah satunya yaitu bai’ inah atau jual beli ‘inah. ‘Inah adalah membeli 
                                                          
 7 Samiyem, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 14 April 
2018, pukul 13.00 WIB - selesai. 
 
 8 Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 122.  
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barang untuk dibayar tertunda, kemudian mengembalikan barang itu kepada 
penjual dan menjualnya dengan harga lebih murah secara kontan.
9
 Para ulama 
menafsirkan bai’ inah tersebut ialah jual beli dimana seseorang membeli 
barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjual kembali kepada 
penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Diantara tujuan 
diharamkan bai’ inah itu karena termasuk kategori hilah ribawiyah untuk 
melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan 
modus jual beli.
10
  
 Dari kasus di atas, sekilas praktik jual beli barang-barang keperluan 
hajatan mirip dengan bai’ inah. Namun lebih jelasnya perlu diteliti lebih 
lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, selain itu juga agar 
mengetahui apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam 
tentang jual beli. Untuk itu penyusun bermaksud mendeskripsikan praktik 
jual beli barang-barang keperluan hajatan dan menganalisisnya dari tinjauan 
hukum Islam. Analisisnya akan menggunakan beberapa entry point seperti 
ketentuan akad dalam transaksi jual beli, pengkorelasiannya dengan sejumlah 
larangan jual beli dalam hukum Islam, serta pendapat para ulama tentang jual 
beli yang berkaitan dengan praktik jual beli yang diteliti. Demi mendapatkan 
kepastian kemaslahatan ataupun kemudharatan, yang bertujuan untuk 
mendapatkan maslahah dan menghindari mafsadah. Untuk itu, penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli 
                                                          
 9 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam terj. Abu 
Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 122.  
 
 
10
 Karim. dkk, Riba Gharar dan Kiadah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2016), Cet. Ke-II, hlm. 50-66. 
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Barang-Barang Pokok untuk Keperluan Hajatan Menurut Hukum Islam 
(Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli barang-barang pokok untuk 
keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan), serta 
penjualan kembali dari pihak pembeli (selaku pihak penyelenggara 
hajatan) kepada pihak penjual semula? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang-
barang pokok untuk keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo dari pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku 
penyelenggara hajatan), serta penjualan kembali dari pihak pembeli 
(selaku pihak penyelenggara hajatan) kepada pihak penjual semula? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas, 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli barang-barang 
pokok untuk keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo dari 
pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan), serta 
penjualan kembali dari pihak pembeli (selaku pihak penyelenggara 
hajatan) kepada pihak penjual semula. 
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2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli 
barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo dari pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku 
penyelenggara hajatan), serta penjualan kembali dari pihak pembeli 
(selaku pihak penyelenggara hajatan) kepada pihak penjual semula?. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam, 
khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli. Serta dapat 
mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada dan sebagai 
bahan bacaan maupun referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.  
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran informasi dan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh 
penulis, selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan serta 
tambahan pengetahuan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul di 
masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Teori tentang hukum syara’ 
Hukum syar’i atau hukum syara’ adalah kata majemuk yang 
tersusun dari kata “hukum” dan kata “syara’”. Menurut bahasa, hukum 
8 
 
 
 
diartikan yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu 
daripadanya.
11
 Mayoritas ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai 
kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal 
sehat, baik bersifat imperative, fakultatif atau menempatkan sesuatu 
sebagai sebab, syarat, dan penghalang.
12
 
Bertitik tolak pada definisi hukum di atas, maka hukum menurut 
ulama ushul terbagi menjadi dua bagian 
13
yaitu hukum taklifi dan hukum 
wadh’i. Hukum taklifi yaitu firman Allah yang menuntut manusia untuk 
melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan 
meninggalkan. Sementara hukum wadh’i yaitu firman Allah yang 
menuntut menjadikan seuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari 
sesuatu yang lain. 
2. Teori tentang jual beli 
 Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi dapat diartikan sebagai 
pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
14
 Secara terminologi jual 
beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau 
peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang 
                                                          
11
 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 95. 
 
12
 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm, 295. 
 
13
 Ibid, hlm. 296-312. 
 
 
14
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: 
ALFABETA, 2009), hlm. 243.  
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dibolehkan.
15
 Menurut ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan 
jual beli tersebut:
16
 
a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) 
dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) 
b. Menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan 
jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan  
c. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni, yang dimaksud 
dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling 
menjadikan milik. 
 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli 
adalah pertukaran harta dengan harta/benda yang menimbulkan 
perubahan status kepemilikan. Supaya usaha jual beli itu berlangsung 
menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah 
ditentukan. Ketentuan yang dimakud berkenaan dengan rukun dan syarat 
dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. 
 Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya yaitu: 
adanya dua fihak yang melakukan transaksi jual beli, ada sesuatu 
yang/barang yang dipindah tangankan dari penjual dan pembeli, adanya 
kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab-
qabul).
17
 
                                                          
 
15
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…, hlm. 193. 
 
 
16
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah…, hlm. 243. 
 
 
17
 Ibid. 
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 Sedangkan syarat jual beli ada yang berkaitan dengan pihak pelaku 
jual beli yaitu penjual dan pembeli, dan ada yang berkaitan dengan 
objek/barang yang diperjualbelikan. Syarat yang harus dipenuhi oleh 
penjual dan pembeli yaitu: berakal sehat dan dapat 
membedakan/memilih, dengan kehendaknya sendiri/keduanya saling 
ridho dan bukan karena paksaan, serta dewasa.
18
 Sedangkan syarat uang 
dan barang yang diperjual belikan antara lain: bersih dan suci barang 
yang diperjual belikan, harus bermanfaat, keadaan barang yang diperjual 
belikan dapat diserah terimakan, status barang yang dijual adalah milik si 
penjual atau kepunyaan yang diwakilinya, mengetahui objek yang 
diperjualbelikan dan juga pembayarannya agar tidak terkena faktor 
ketidaktahuan yang bisa termasuk menjual kucing dalam karung dimana 
hal tersebut dilarang.
19
 
3. Hal-hal yang dilarang dalam jual beli 
 Dalam jual beli terdapat hal-hal yang harus dihindari agar terhindar 
dari hal-hal yang dilarang. Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan 
dalam Isalm. Wahab Al-Juhaili membagi jual beli terlarang menjadi 
empat, antara lain: 
                                                          
 
18
 Musthafa Kamal Pasha, Fikih Sunah, (Yogyakarta: Lukman Offsct, 1985), hlm. 289-
290. 
 
 19 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam…, hlm. 
90-91. 
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a. Pertama, dilarang karena sebab ahliah atau ahli akad, maksudnya 
karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan 
dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang. 
b. Kedua, dilarang karena sighat, maksudnya dilarang karena terdapat 
kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya 
seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, ijab 
qabulnya, tempatnya dan ketidak-terpisahannya.  
c. Ketiga, dilarang dengan sebab ma’qud ‘alaih atau objek benda yang 
diperjualbelikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang 
dilarang oleh syara’.20 
 Berikut beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam Islam karena 
sebab-sebab tertentu: 
a. Jual beli gharar atau bai’ al-gharar 
Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur 
penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jaul beli atau 
ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.
21
 
b. Jual beli barang yang tidak ada penjualnya (bai’ al-ma’dlum) 
Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak 
jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidaksahan akad 
ini, seperti menjual mutiara yang masih di dasar laut, wol yang 
                                                          
 
20
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-II, hlm. 
93-101. 
 
 
21
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…, hlm. 201. 
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masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak, dan 
lainnya.
22
 
c. Jual beli suatu barang yang belum diterima 
Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan 
penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum 
memiliki barang tersebut.
23
 
d. Jual beli talqi rukban 
Yaitu jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual 
sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
24
 
e. Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan 
Jual beli yang tidak bisa diserah terimakan, seperti jual beli burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan 
ketetapan syara’.25 
f. Jual beli inah atau bai’ al-‘inah 
 Yaitu dimana seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan 
harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, 
kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan 
                                                          
22
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008), Cet. Ke-II, hlm. 83. 
 
 23 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 128. 
 
24
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…, hlm. 206. 
 
25
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah…, hlm. 252. 
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sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada 
harga penjualannya tadi.
26
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian tentang jual beli sudah banyak dilakukan, terutama dalam 
bidang fiqh. Namun penelitian yang membahas tentang jual beli barang-
barang pokok untuk keperluan hajatan belum ada yang meneliti menurut  
perspektif hukum Islam. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang 
membahas tentang jual beli: 
 Skripsi Kurnia Cahya Ayu Pratiwi tahun 2017 tentang Pandangan Fiqh 
Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di 
Pasar Triwindu Surakarta), membahas mengenai keabsahan jual beli mata 
uang rupiah kuno dalam pandangan fiqh muamalah. Dari hasil analisisnya 
yaitu jual beli tersebut dilaksanakan seperti jual beli pada umumnya, dan jual 
beli tersebut sah dengan alasan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan 
hukum Islam, yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dan sah 
apabila jual beli tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan 
dengan syariat Islam dan terbebas dari riba.
27
 Adapun yang menjadi 
perbedaan dari penelitian penulis yaitu yang menjadi objek penelitian di atas 
                                                          
 
26
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah…, hlm. 92-93. 
 
 
27
 Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, “Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli 
Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2017. 
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adalah mata uang rupiah kuno sedangkan objek penelitian penulis yaitu jual 
beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan.  
 Skripsi Yusuf Karuniawan tahun 2017 tentang Pandangan Hukum Islam 
Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual 
Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook), membahas mengenai 
pandangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut. Dari hasil analisisnya 
yaitu jual beli batu mulia online dengan sistem lelang tersebut adalah mubah 
meskipun dalam hukum Islam belum ada yang mengaturnya secara khusus, 
namun kemudian diqiyaskan dengan bai’ as-salam.28 Adapun yang menjadi 
perbedaan dari penelitian penulis yaitu dalam skripsi tersebut membahas 
mengenai jual beli batu mulia online dengan sistem lelang, sedangkan pada 
penelitian penulis membahas mengenai jual beli barang-barang pokok untuk 
keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo. 
 Skripsi Fajar Khoirul Imam tahun 2016 tentang Hukum Jual Beli dengan 
Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii), 
membahas mengenai keabsahan dua jual beli dalam satu akad pada tunai dan 
kredit menurut madzhab Syafii. Dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh 
penulis, jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut Madzhab Syafii 
termasuk ke dalam kategori bai’atan fi bai’ah yang dilarang oleh Rasulullah 
                                                          
 28 Yusuf Kurniawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online 
dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”, Skripsi, 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017. 
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SAW.
29
 Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis yaitu dalam 
skripsi diatas menjelaskan tentang keabsahan jual beli dengan dua opsi 
menurut madzhab Syafi’i, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang 
hukum jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan perspektif 
hukum Islam. 
 Skripsi Mardiastuti tahun 2011 tentang Tinjauan Hukum Perikatan Islam 
terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus di Desa Langenharjo Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo), membahas mengenai pandangan hukum 
perikatan Islam terhadap kasus jual beli arisan uang yang dilakukan oleh 
masyarakat desa Langenharjo tersebut. Dari hasil analisis penulis simpulkan 
bahwa dari segi pendekatan jual beli transaksi jual beli tersebut termasuk jual 
beli mata uang/sarf yang fasid karena tidak terpenuhi obyeknya yaitu berupa 
mata uang sejenis dan harus tunai, dan dari pendekatan hutang piutang 
transasksi tersebut tidak sesuai hukum syara’.30 Adapun yang menjadi 
perbedaan dari penelitian penulis yaitu skripsi tersebut membahas mengenai 
jual beli arisan uang dipandang dari hukum perikatan Islam, sedangkan 
penelitian penulis membahas mengenai praktik jual beli barang-barang pokok 
untuk keperluan hajatan dipandang dari hukum Islam. 
 Jurnal karya Agus Fakhrina tahun 2015 tentang Bai Inah dalam 
Kontruksi Pemikiran Syafii, membbahas mengenai pemikiran Syafii terhadap 
                                                          
 
29
 Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi 
Istinbat Hukum Mazhab Syafii)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 
2016. 
 
 
30
 Mardiastuti, “Tinjauan Hukum Perikatan Islam terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi 
Kasus di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)”, Skripsi, Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta, 2011. 
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bai inah. Dari hasil penelitiannya, bai inah menurut Syafii adalah boleh. 
Kebolehan di sini bukan berarti membolehkan dua akad dalam satu transaksi, 
namun kebolehan di sini adalah dua akad jual beli yang masing-masing 
berdiri sendiri, sehingga tidak menimbulkan rekayasa di dalamnya. Adapun  
yang menjadi perbedaan dari penelitian penulis yaitu dalam jurnal tersebut 
membahas mengenai pemikiran bai’ inah menurut Syafii, sedangkan dalam 
penelitian penulis membahas mengenai praktik jual beli barang-barang pokok 
untuk keperluan hajatan yang diteliti tersebut diindikasikan cenderung 
mengarah kepada kategori ba’i inah yang dilarang atau tidak.31    
 Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa 
judul skripsi yang dikaji oleh penulis mempunyai permasalahan yang berbeda 
dengan beberapa judul skripsi yang diuraikan di atas meskipun sama-sama 
mengkajinya dengan berbagai sudut pandang hukum Islam, namun yang 
menjadi permasalahan daripada skripsi yang penulis bahas adalah tentang 
praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa 
Karanganyar Weru Sukoharjo menurut perspektif hukum Islam. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang menekankan pada 
data lapangan yaitu dengan menggunakan data primer. Data primer 
adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini 
                                                          
 
31
 Agus Fakhrina, “Bai’ Inah dalam Kontruksi Pemikiran Syafi’I”, Jurnal Hukum Islam, 
(Pekalongan) Vol. 13 Nomor 1, 2015. 
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masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo. 
2. Sifat Penelitian 
 Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian 
terhadap suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 
sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara 
sitematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar/fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti.
32
 
Dalam hal ini meneliti praktik jual beli barang-barang pokok untuk 
keperluan hajatan menurut hukum Islam. 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 
pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan 
studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari 
segi normatifnya, dengan kata lain yaitu pendekatan yang lebih melihat 
studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-quran dan Hadits. 
Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan sebuah kajian 
ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia, atau dengan 
kata lain yaitu sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka 
ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia. 
3. Sumber Data 
                                                          
 32 Muhammad Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2000), hlm. 30. 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai 
berikut: 
a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian.
33
 Dalam hal ini data primer diperoleh dari masyarakat 
desa Karanganyar Weru Sukoharjo yang melakukan pembelian 
barang-barang pokok untuk keperluan hajatan serta melakukan 
praktik penjualan kembali barang-barang pokok sisa hajatan. 
b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, 
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.
34
 
Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari data-data dokumentasi 
yang relevan dengan objek penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematik dan 
standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
35
 Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
dokumentasi.  
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada 
satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Jenis wawancara yang 
digunakan penulis yaitu wawancara tak berstruktur yaitu wawancara 
yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-
                                                          
 33 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
 
 34 Ibid. 
 
 35 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.  83. 
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jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaanya, sehingga dapat 
dikembangkan dan menyesuaikan pada kondisi dan sesuai dengan 
jenis masalahnya.
36
 Wawancara tersebut bertujuan untuk 
menemukan suatu informasi, dalam hal ini informasi yang dimaksud 
adalah informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli barang-
barang pokok untuk keperluan hajatan yang terjadi di desa tersebut. 
Informan dalam teknik pengumupulan data melalui wawancara ini 
antara lain: 
1) Pembeli 
Pembeli yang dimaksud disini adalah orang-orang/masyarakat 
desa Karanganyar Weru Sukoharjo yang melakukan pembelian 
barang-barang pokok untuk keperluan hajatan serta melakukan 
praktik penjualan kembali barang-barang pokok sisa hajatan. 
Wawancara ini akan dilakukan kepada 10 dari 300 pembeli yang 
menyelenggarakan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo. 
Mengingat praktik jual beli yang dilakukan kurang lebih hampir 
sama antara pembeli yang menyelenggarakan hajatan satu dengan 
yang lain. Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan untuk 
melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) orang pembeli yang 
menyelenggarakan hajatan untuk mewakilinya.  
2) Penjual 
                                                          
 36 Ibid, hlm. 89. 
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Penjual yang dimaksud disini adalah penjual yang menyetorkan 
barang-barang pokok untuk keperluan hajatan. Wawancara ini 
akan dilakukan kepada 2 orang penjual yang melakukan 
penjualan barang secara hutang serta membeli kembali barang 
yang disetorkan tersebut, karena meskipun terdapat penjual lain 
yang menjual bahan kebutuhan pokok tetapi tidak semua penjual 
kebutuhan pokok tersebut mau menghutangkan barang 
dagangannya terlebih dahulu dalam jumlah banyak selain itu 
sebab lainnya yaitu tidak lengkapnya barang dagangan terutama 
yang dibutuhkan untuk keperluan hajatan. 
b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau 
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia dalam dokumen-
dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku 
peraturan yang ada.
37
 Data yang ingin diperoleh melalui metode ini 
antara lain kondisi sosial penduduk yang meliputi keadaan 
penduduk, keadaan sosial agama, keadaan pendidikan, keadaan 
sosial ekonomi dan dokumen lain yang relevan dengan penyusunan 
skripsi ini. 
5. Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 
selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 
                                                          
 37 Ibid, hlm. 92. 
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hipotesis.
38
 Dengan kata lain analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan 
dari kasus-kasus di lapangan. Dalam hal ini kasus yang dimaksud adalah 
praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa 
Karanganyar Weru Sukoharjo dilihat dari perspektif hukum Islam. 
 
H. Sistematika Penulisan 
 Agar penyusunan skripsi ini menjadi kompeherensif serta untuk 
mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis mempergunakan 
sistematika sebagai berikut: 
 Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 
teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sitematika penulisan. 
 Bab II membahas tentang mengenai teori hukum Islam serta teori jual 
beli seperti rukun dan syarat jual beli yang telah digariskan dalam fiqh 
muamalah, kategorisasinya, kualitas atau sifatnya dan pengkorelasiannya 
dengan sejumlah larangan-larangan jual beli dalam hukum Islam. 
 Bab III, dalam bab ini akan menjelaskan secara umum tentang obyek 
penelitian, yang terdiri dari gambaran umum desa Kranganyar kecamatan 
Weru kabupaten Sukoharjo, deskripsi wilayah dari segi letak geografis, 
keadaan penduduk, keadaan sosial agama, keadaan pendidikan, keadaan 
sosial ekonomi, praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan 
hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo. 
                                                          
 38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 
335.  
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 Bab IV berisi analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli barang-
barang pokok kebutuhan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo. Di 
dalamnya membahas tentang analisa praktik jual beli barang-barang pokok 
untuk keperluan hajatan terhadap pembeli yang menyelenggarakan hajatan 
serta analisa praktik penjualan kembali barang-barang pokok untuk keperluan 
hajatan kepada penjual semula, yang berkaitan dengan proses akad dalam jual 
beli dan ketetapan hukum Islam mengenai praktik jual beli tersebut. 
 Bab V merupakan bab terkahir dari penulisan skripsi ini, yaitu berupa 
penutup yang mencakup tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-
saran. 
 Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka yang merupakan 
rujukan yang berupa buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya yang 
digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Daftar riwayat hidup dan lampiran-
lampiran yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 
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BAB II 
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 
A. Hukum Syara’ atau Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Syara‟ atau Hukum Islam 
Secara etimologi hukm berarti man‟u yakni “mencegah,” seperti 
mencegah sesuatu yang berlawanan dengan itu.Hukm juga berarti qadha‟ 
yang memiliki  arti “putusan.” Disamping itu, ulama ushul fiqh 
mengatakan bahwa apabila disebut hukm, maka artinya adalah:
1
 
a. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti 
menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan 
terbitnya matahari. 
b. Khitab Allah seperti “aqimu al-shalata” dalam hal ini, yang 
dimaksud dengan hukum adalah nash yang dating dari syari‟. 
c. Akibat dari khithab Allah, seperti hukum ijab yang difahami dari 
firman Allah, aqimu al-shalata. Pengertian ini digunakan oleh para 
fuqaha‟ (ahli fiqh). 
d. Keputusan hakim di sidang pengadilan. 
Secara terminology terdapat dua rumusan hukm yang dikemukakan para 
ulama ushul fiqh yang pada esensi sebenarnya tidak terdapat perbedaan. 
Mayoritas ahli ushul fiqh mendefinisikan hukm dengan: “Tuntutan 
Allah ta‟alaa yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik 
                                                          
1
Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 207. 
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berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, 
penghalang, sah, batal, rukhsah, atau „azimah.”2 
Yang dimaksud khithab Allah dalam definisi tersebut adalah semua 
dalil, baik al-qur‟an, as-sunnah maupun yang lainnya, seperti ijma‟ dan 
qiyas.Namun para ulama ushul kontemporer seperti Ali Hasaballah dan 
Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil di 
sini hanyalah al-qur‟an dan as-sunnah. Adapun ijma‟ dan qiyas hanya 
sebagai metode menyingkapkanhukum dari al-qur‟an dan sunnah 
tersebut.
3
 
2. Pembagian Hukum Syara‟ atau Hukum Islam 
Dengan memperhatikan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka 
nyatalah bahwa hukum itu ada yang mengandung thalal (tuntutan), ada 
yang mengandung keterangan sebab, syarat, mani, (pencegahan 
berlakunya hukum), shah, batal, rukhsah, dan azimah. Hukum yang 
mengandung tuntutan (suruhan atau larangan) dinamakan hukum taklifi, 
sedangkan hukum yang menerangkan sebab, syarat, mani‟, shah, batal, 
azimah, dan rukhsah dinamakan hukum wadh‟i.4 Berikut penjelasan 
masing-masing sebagai berikut: 
 
 
                                                          
2
Ibid, hlm. 207-208. 
 
3
Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm, 295. 
 
4
Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 96. 
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a. Hukum taklifi 
Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk 
melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat 
dan meninggalkan.
5
 Macam-macam hukum taklifi menurut jumhur 
ulama ushul fiqh/mutakallimin antara lain:
6
 
1) Ijab (mewajibkan): tuntutan secara pasti dari syari‟ untuk 
dilaksanakan dan tidak boleh (dilarang) ditinggalkan. Contoh: 
dalam surat al-baqarah ayat 110, yang artinya “…Dirikanlah 
olehmu shalat dan tunaikan zakat…” 
2) Nadb (anjuran supaya dikerjakan): tuntutan untuk melaksanakan 
suatu perbuatan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu secara tidak 
psati. Contoh: dalam surat al-baqarah ayat 283, yang artinya “Hai 
orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.” 
3) Ibahah: khitab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat 
atau tidak berbuat. Contoh: dalam surat al-jumu‟ah ayat 10, yang 
artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi dan carilah karunia (rezeki) Allah.” 
4) Karahah: tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi 
tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak pasti. 
                                                          
5
Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih…, hlm. 296. 
 
6
Narun Haroen, Ushul Fiqih…, hlm. 211-213. 
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Contoh: sabda Rasul yang artinya “Perbuatan halal yang paling 
dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud, Ibn Majah, al-
Baihaqi dan Hakim) 
5) Tahrim: tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan 
dengan tuntutan yang pasti. Contoh: dalam al-qur‟an surat al-
an‟am ayat 151, yang artinya “Jangan kamu membunuh jiwa 
yang telah diharamkan Allah…” 
b. Hukum wadh‟i 
Hukum wadh‟i yaitu firman Allah yang menuntut untuk menjadikan 
sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang 
lain.
7
 Macam-macam hukum wadh‟imenurut ulama ushul fiqh, antara 
lain sebagai berikut:
8
 
1) Sabab: sifat yang nyata dan dapat diukur yang jelas oleh nash (al-
qur‟an dan atau sunnah) bahwa keberadaannya menjadi petunjuk 
bagi hukum syara‟. Misal: tergelincirnya matahari menjadi sebab 
wajibnya shalat dhuhur. 
2) Syarth: sesuatu yang berada di luar hukum syara‟, tetapi 
keberadaan hukum syara‟ tergantung kepadanya, apabila tidak 
ada maka hukum pun tidak ada. Misal: saksi dalam pernikahan. 
Keberadaan saksi adalah salah satu syarat sah nikah, sehingga 
pernikahan tanpa saksi tidak sah. Namun, kesaksian itu sendiri 
                                                          
7
Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih…, hlm. 312. 
 
8
Narun Haroen, Ushul Fiqih…, hlm. 217-221. 
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bukan merupakan unsure dari nikah, karena ia berada diluar 
esensi nikah itu sendiri. Namun, apabila saksi tidak ada maka 
hukum nikah pun tidak ada. Tetapi, adanya saksi tidak 
mengharuskan adanya pernikahan. 
3) Penghalang/mani‟: sifat yang nyata yang keberadaannya 
menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misal: 
hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan 
terciptanya hubungan kewarisan, namun hak mewarisi ini bias 
terhalang apabila anak atau istri membunuh suami atau ayah 
tersebut.  
4) Shihhah:hukum yang sesuai dengan tuntutan syara‟, yaitu 
terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani‟. Misal: 
mengerjakan shalat dhuhur setelah tergelincirnya matahari 
(sebab) dan telah berwudhu‟ (syarat), dan tidak ada halangan 
bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dll).  
5) Bathil:terlepasnya hukum syara‟ dari ketentuan yang ditetapkan 
dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misal: 
memperjualbelikan miras, akad ini batal karena miras tidak 
bernilai harta dalam pandangan syara‟. 
6) Azimah dan rukhsaj: azimah adalah hukum-hukum yang 
disyari‟atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula 
(belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan). Misal: 
jumlah shalat dhuhur 4 raka‟at. Hukum tentang raka‟at tersebut 
28 
 
disebut azimah, sedangkan jika ada dalil lain yang membolehkan 
shalat dhuhur 2 raka‟at seperti musafir maka itu disebut rukhsah. 
Untuk itu rukhsah yaitu hukum yang ditetapkan berbeda dengan 
dalil yang ada karena ada uzur. 
c. Perbedaan hukm taklifi dengan hukm wadh‟i 
Dari pembagian hukum diatas dapat disimpulkan perbedaan hukm 
taklifi dengan hukm wadh‟i, antara lain:9 
1) Dalam hukm taklifiterkandung tuntutan untuk melaksanakan, 
meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Dalam 
hukm wadh‟i hal ini tidak ada, melainkan mengandung 
keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu diantara 
keduanya bisa dijadikan sebab, penghalang, atau syarat. 
2) Hukm taklifi merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk 
dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk 
berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukm wadh‟i tidak 
dimaksudkan agar langsung dilakukan mukallaf. Hukm wadh‟i 
ditentukan syar‟i agar dapat dilaksanakan hukm taklifi. Misal 
zakat hukumnya wajib (hukm taklifi), namun kewajiban ini tidak 
dapat dilaksanakan apabila harta tidak mencapai nishab dan 
belum haul. Ukuran nishab merupakan penyebab (hukm wadh‟i) 
wajib zakat dan haul merupakan syarat (hukm wadh‟i) wajib 
zakat. 
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3) Hukm taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk 
melaksanakan atau meninggalkannya, karena dalam hukm taklifi 
tidak boleh ada kesulitan (masyaqqah) dan kesempitan (haraj) 
yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf. Sedang dalam hukm 
wadh‟i hal ini tidak dipersoalkan. 
4) Hukm taklifi ditujukan kepada para mukallaf, sedang hukm 
wadh‟i ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf 
atau belum. 
 
B. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
 Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli yang 
sebenarnya kata tersebut memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak 
belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, 
sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.Dengan demikian 
perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu 
peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.Maka dalam 
hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.
10
 
 Istilah jual beli secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat 
antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli 
                                                          
 10 Suwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128. 
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sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
11
Menurut 
pengertian syari‟at yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran 
harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.
12
 
 Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam akad jual beli terlibat 
dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.Salah satu 
dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (mabi‟), sedangkan 
pertukaran yang lain disebut harga (saman).
13
Sebagian ulama memberi 
pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam 
tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal 
dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.
14
 
 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli 
mengandung unsur sebagai berikut: 
a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan 
tukar-menukar. 
b. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang 
dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak. 
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 13Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet. 
Ke-I, hlm. 45. 
 
 
14
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c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi 
sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan. 
d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah 
pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya 
ketetapan jual-beli dengan pemilikan yang abadi. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
 Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena 
kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Ada 
banyak sumber hukum jual beli diantaranya yaitu al qur‟an, as sunnah, 
dan ijma. Adapun salah satu sumber hukum jual beli dalam al qur‟an 
ialah firman Allah qur‟an surat al-baqarah ayat 275 sebagaimana berikut: 
 
....لَحَأَو ُالله َّرَحَو َعْي َبْلاَّرلا َمِِِّّّاوٰب....  
Artinya: 
“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” 
QS. Al-Baqarah (2): 275.
15
 
  
 Sedangkan dalam as sunnah antara lain: 
 ِنللا َل ِ ُ ُّص.م :.يا ُّ َا  َ َ    َُي َْأ  ِ ْ َْلا :رلا ُلَمَعَّلَُكو ِهِدَِيب ِلُجُّ رٍروُر ْ ب َ ْ َ.  
“Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik.Beliau 
menjawab, „Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli 
yang mabrur.” 
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Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari 
usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.
16
 
 Sedangkan dalam ijma para ulama sepakat bahwa jual beli 
diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 
mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.
17
 Jual beli 
menurut syariat yang asli diperbolehkan  berdasarkan dalil-dalil tersebut. 
Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang memepengaruhi jual beli 
sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga 
menjadi makruh, haram, sunah, wajib atau fardhu.
18
 
3. Rukun Jual Beli dan Syarat Sah Jual Beli 
 Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi 
(necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya 
penjual dan pembeli maka jual beli tidak akan ada.
19
Rukun jual beli 
menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: orang yang berakad (penjual 
dan pembeli), sighat (lafal ijab dan qabul), ma‟qud „alaih (benda atau 
barang), niali tukar pengganti barang.
20
 
                                                          
 
16Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-II, hlm. 75. 
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20
 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT 
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 Sedangkan syarat sah jual beli yaitu, syarat adalah sesuatu yang 
keberadaanya melengkapi rukun (sufficient condition).Bila rukun sudah 
terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak 
lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).
21
Agar jual beli 
dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus 
direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu.Syarat dalam jual beli 
adalah sebagai berikut:
22
 
a. Syarat bagi orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan 
pembeli): 
1) Berakal  
2) Baligh 
3) Berhak menggunakan hartanya 
b. Syarat sighat atau ucapan ijab qabul, ulama fiqh sepakat bahwa 
unsur dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. 
Karena berada dalam hati, kerelaan itu harus diwujudkan melalui 
ucapan ijab (dari pihak penjual) dan qabul (dari pihak pembeli). Oleh 
karena itu harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu: 
1) Jelas dan terang dalam pernyataannya 
2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan qabul 
3) Memerhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad 
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Ijab dan qabul yang terpenuhi syarat-syaratnya dapat diformulasikan 
dalam bentuk perkataan, tulisan, perbuatan, ataupun isyarat.
23
 
 
c. Syarat barang yang diperjualbelikan: 
1) Barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang halal 
2) Ada manfaatnya 
3) Barang itu ada di tempat, atau tersedia di tempat lain 
4) Merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya 
5) Diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas 
d. Syarat nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern adalah 
uang): 
1) Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas 
jumlahnya 
2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual 
beli 
3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayadah (nilai 
tukar barang yang dijual bukan berupa uang, melainkan berupa 
barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram. 
4. Prinsip-prinsip Jual Beli 
 Prinsip jual beli adalah „antaradhin minkum, yaitu sikap saling 
merelakan dimana hal tersebut menjadi petunjuk yang memberikan 
makna bahwa suka sama suka harus muncul dari dalam hati pihak-pihak 
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yang melakukan transaksi. Sebagaimana Imam Syafi‟i yang menyatakan 
bahwa, “Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah 
yang secara nash menunjukkan suka sama suka.” Selain itu prinsip jual 
beli selain „antaradhin yaitu:24 
a. „adam al-gharar, bahwa tidak ada salah satu pihak yang tertipu 
b. „adam al-riba, tidak ada beban berat yang mengandung riba 
c. „adam al-maisir, tidak mengandung unsur judi 
d. „adam al-ihtiqar wa al-tas‟ir, tidak ada penimbunan barang 
e. Musyarakah, kerja sama saling menguntungkan 
f. Al-birr wa at-taqwa, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam 
rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa 
g. Takafful al-ijtima‟, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta 
atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi 
kebutuhan atas dasar tanggung jawab bersama dan demi 
kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih 
luas. 
 
C. Jual Beli Yang Dilarang 
 Tidak semua transaksi jual beli boleh untuk dilakukan.Ada beberapa 
larangan dalam jual beli yang harus dihindari agar transaksi jual beli tersebut 
sah secara syara‟.Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena 
didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang 
                                                          
 24 Juhaya S Pradja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 113. 
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lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan 
dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.
25
 
 Sebab-sebab dilarangnya jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan 
bisa kepada hal lain. Larangan yang kembali kepada akad, dasarnya tidak 
terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli.Selain itu larangan jual beli dapat 
juga berkaitan dengan objek jual belinya, dan ada juga yang berkaitan dengan 
komitmen sebuah akad jual beli yang disepakati.
26
 
 Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam 
realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya akad 
jual beli adalah sebagai berikut:
27
 
1. objek jual beli yang haram 
2. riba 
3. kecurangan (gharar) 
4. syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-
duanya. 
 Jual beli yang dilarang salah satunya adalah bai‟ inah, yaitu menjual 
sesuatu dengan pembayaran tertunda kemudian membelinya kembali dengan 
pembayaran kontan dengan harga lebih murah dari harga pertama.Termasuk 
salah satu jenis jual beli yang menjadi fasilitator riba karena tujuan 
                                                          
 25 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 78. 
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sebenarnya adalah meminjami uang dengan dibayar uang berikut tambahan, 
sedangkan barang dagangan hanya dijadikan mediator semata untuk 
melegalisasikan bunga tersebut.
28
 
 Kata „inah menurut al-Jauhari bermakna pinjaman dan utang.Inah disini 
menurutnya yaitu jika ada seseorang pedagang menjual barangnya kepada 
orang lain dengan pembayaran secara bertempo, kemudian dia membelinya 
kembali dengan harga yang lebih rendah.
29
 Menurut Rafi‟ jual beli inah 
berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran 
bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu 
membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih 
rendah dari harga pertama.
30
 
 Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa jual beli ini disebut 
inah karena pembeli barang dengan kredit menerima uang kontan sebagai 
ganti dari barang tersebut. Hal demikian itu haram, bila pihak pembeli 
memberikan syarat agar pihak penjual harus membelinya kembali dari pihak 
pembeli pertama dengan harga yang sudah ditentukan. Sebagian ulama 
mutaqaddimun (para pendahulu) bersikeras menganggapnya haram, dan 
mereka berkata: “itu saudara kandung riba”. Selain itu kalau pihak pembeli 
menjualnya kepada selain pihak penjual dalam majelis yang sama, maka hal 
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itu disebut „inah juga, tetapi bai‟ inah seperti ini boleh menurut kesepakatan 
ulama.
31
 
 Menurut terminologi ilmu fiqh artinya jual beli manipulatif untuk 
digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya.
32
 Dari 
beberapa pengertian diatas maka dapat disebutkan karakteristik bai‟ inah 
sebagai berikut:
33
 
1. Yang membutuhkan uang tunai itu pihak yang membeli barang secara 
tidak tunai, sedangkan pihak yang menjual barang secara tunai itu 
mendapat kelebihan. 
2. Ada dua akad dalam akad bai‟ inah, yaitu akad jual beli tunai dan akad 
jual beli tidak tunai,dan bisa dilakukan sebaliknya. 
3. Dalam akad pertama, penjual itu menjual dengan tunai mendapatkan 
margin/bunga. 
4. Dalam akad kedua, pembeli itu membeli dengan tidak tunai (harga lebih 
rendah) ia rugi tapi mendapat cash money. 
 Bai‟ inah dapat didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. 
Dari aspek pembeli bai‟ inah yaitu seseorang membeli barang secara tidak 
tunai, dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama 
dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, bai‟ 
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inah yaitu seseorang menjual barang secara tunai dengan kesepakatan akan 
membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil 
secara tidak tunai.
34
 
 Bai‟ inah termasuk transaksi yang dilarang, sesuai dengan hadits 
Rasulullah SAW: 
 َا َق َمَّل ََو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص َِّنَّللا ََّنأ ،  َمُه ْ لَع ُاللها َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع :( ِر َل ْي ِّدل ِب ُس َّللا َّنَض اَذِإ
 ْمِِبِ ُاللها َاَز َْنأ ، ِاللها ِلْيِب َ فِ َد َهِلجا اوَُكر َتَو ، ِر َ َبلا َب َنَْذأ اوُع َبَّ تاَو ، ِةَل ْ يِعل ِب اوُع َي َب َتَو ، ِمَهْر ِّدلاَو
 ْمُه َل ْيِد اوُعِجَار ُي َّ َح ُهُع َ ْر َي َ  َ ، ءً  ََب 
Ibnu Umar ratelah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila 
manusia kikr dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli „inah, mengikuti 
ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah swt akan 
menurunkan musibah dan tidak akan mengangkatnya kembali kecuali mereka 
kembali (komitmen) kepada agama mereka.” Hadits riwayat Abu Daud 
melalui jalur Nafi‟ dari Ibnu „Umar ra.namun sanadnya masih disangsikan. 
Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits yang semisal melalui jalur „Atha, 
semua perawinya berpredikat tsiqah dan diniai shahih oleh Ibnu Qaththan.
35
 
 
Diantara tujuan bai‟ inah diharamkan itu karena termasuk kategori hilah 
ribwiyah untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam 
berbunga dengan modus jual beli.Para ulama sependapat bahwa jual beli 
„inah ini diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan 
bersama dalam akad pertama untuk memasukkan akad kedua ke 
dalamnya.Namun para ulama berbeda pendapata bila tidak terjadi 
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kesepakatan sebelumnya, yaitu ada yang berpendapat bai‟ inah itu haram dan 
ada yang berpendapat bai‟ inah tersebut makruh.36 
 Menurut para ulama, mayoritas sahabat, tabi‟in, Hanafiyah, 
Malikiyah dan Hanabilah sebagai berikut: 
 Al-Marghinani, salah seorang ulama madzhab Hanafi menjelaskan:
37
 
 ِةَّيِفََلْلْا َن ِ نِ َل ْ يِغْرَمْلا ُاْو ُ َي : َْوأ ءًةَل َح رٍمَهْرِد ِ َْل ِب ءًَةِير َج  َر َ ْاا ْن ََو َُّثُ  َهَضَب َ َ  ءًة َْي َِن
 نِ َّللا ُعْي َبْلا ُزْوُ َ  َ ُاَّوَْاا ُنَمَّللا َد ُ ْ لَّ ي َْنأ َلْب َقرٍَةا  ِ ِ ْمَ ِ ِِعا َبْلا ْن ِ  َهَع َب.  
Al-Marghinani berkata: Dan barangsiapa yang membeli seorang hamba 
sahaya seharga 1000 dirham, baik tunai ataupun tidak tunai. Setelah 
diterimanya (qabdh), kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual 
(pertama) seharga 500 sebelum harga akad yang pertama dibayar tunai, 
maka akad jual beli yang kedua itu hukumnya tidak boleh. 
 
 Ad-Dardiri, salah seorang ulama madzhab Maliki menjelaskan:
38
 
 ِةَّي ِِل َمْلا َن ِ ِيرْيِدْر َّدلا ُاْو ُ َي : َْلَ ْوَلَو ُعَلْمُي َ  ٌعْو ُْلَمَ َلَِإ يِّدَؤ ُي ُهَّل َِل ُزاَوَْلجا ُُهرِه َظ ٌعْي َب َوُهَو
 ِ َهْلَمْلا ِدِعاَو َق ْن ِ َيِه ْ َِّلا ِةَع ِْيرّلِلل ا ِّد َ ِعْو ُلْمَمِل   َلَِى ََّدأ  َ َلَا ُلُّصَوَّ لا ِهْي ِ ْد ُ ْ َي .
 ٌمَارَح ِمَارَْلْا َلَِإ  ََّدأ   ََو ، ٌِجاَو  ِِجاَوْلا َلَِإ  ََّدأ  َ ََّنأ ُلِص َْلْاَو .   َ ِعْو ُي ُبْلا َن ِ ُعَلْمُي َ
 رٍ َل َ َلَِإ  ََّدأ رٍعْي َبَك ِلْعِفْل ِب ْد ُ ْ َي َْلَ  ْوَلَو ِ َْعي َب َُمِْلل ُهُد َْق ُر ُل َْيرٍعْو ُلْمَمِل  ََّدأ رٍةَعَف ْ َلبِ  :
                                                          
 
36
Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam…, hlm. 
124. 
 
 
37
Adiwarman A Karim, Riba Gharar dan Kiadah-Kaidah Ekonomi Syariah…, hlm. 59. 
 
 38Ibid. 
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 ْدَقَو ِةَعْل ِّ لا ِعْوُجُر َلَِإ ُر َْْاا  ََّدأ ْد َ َ  ا ءًد ْ َن رٍة َْمَ ِ  َهِيَتَْشَي َُّثُ رٍلَجَِا رٍَةرْشَِعب ءًةَعْل ِ ِهِعْي َبَك
اءًر ْ يِلَك ِهَْيِلإ َد َع ءً ْيَِلق َع ََد.  
“Ad-Dardiri berkata: (bai‟ al-inah) itu zahirnya boleh, tetapi 
menyebabkan kepada hal yang dilarang, maka jual beli ini dilarang , 
walaupun pelaku akad tidak bertujuan untuk melakukan hal terlarang, 
sesuai dengan prinsip sad adz-dzari‟ah. 
Kesimpulannya, setiap yang menyebabkan kepada yang wajib, maka 
hukumnya wajib, dan sebaliknya, setiap yang menyebabkan kepada yang 
haram itu hukumnya haram. 
Jadi bentuk-betuk jual beli yang menyebabkan kepada praktik terlarang 
yang pada umumnya menjadi tujuan para pihak akad itu dilarang, 
walaupun tidak secara langung. 
Seperti jual beli yang mengakibatkan kepada pinjaman berbunga 
(manfaat). Seperti seseorang menjual barang hanya 10 dengan tidak 
tunai, kemudian ia membelinya seharga 5 dengan tunai, maka dengan 
transaksi ini, barang kembali (kepada pemilik pertama), ia membayar 
sedikit dan mendapatkan kembali yang lebih banyak." 
 
 Al-Khiroqi, salah seorang ulama madzhab Hanbali menjelaskan:
39
 
 ِةَِلب ََلْلْا َن ِ ّيِقَرِْلْا ُاْو ُ َي :لََق ِب  َهِيَتَْشَي َْنأ ُهَل ْزُ َ َْلَ رٍة َْي َِِلب ءًةَعْل ِ َع َب ْن ََو ِّ ِِهب َهَع َب  َمَ.  
Al-Khiroqi berkata: „Dan barangsiapa menjual komoditas secara tidak 
tunai, maka ia tidak boleh membelinya kembali (dari pembeli pertama) 
dengan harga lebih kecil dari harga jual‟.” 
 
 Sedangkan beberapa fuqaha dalam madzhab Syafi‟i yang 
mengatakan bahwa bai‟ inah itu makruh.Pendapat beberapa fuqaha 
dalam madzhab Syafi‟i tersebut itu berdasarkan salah satu prinsip 
ijtihadnya bahwa praktik muamalah itu berdasarkan dzahirnya bukan 
niatnya (al-ibratu bil alfadz la bil maqashid).Pendapat madzhab 
                                                          
 39Ibid, hlm. 60. 
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Syafi‟iyah ini dalam bai‟ inah berkenaan dengan dua akad jual beli yang 
terpisah dan tidak diperjanjikan/dikaitkan (mu‟allaq). Sebagaimana 
ungkapan imam Syafi‟i dalam al-Umm: 
هَّللا َلَِإ ْمُهدْو ُُق ُل َِنَو 
“Kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allah SWT.” 
Tetapi jika kedua akad tersebut diperjanjikan, maka menurut madzhab 
Syafi‟i, bai‟ inah itu tidak dibolehkan, karena dengan diperjanjikan 
(mua‟llaq) sudah diketahui maksud pembeli adalah uang bukan barang.40 
 Menurut para ulama, sesungguhnya motivasi pembeli dalam 
transaski bai‟ inah bukan barang, tetapi memenuhi kebutuhannya akan 
uang. Oleh karena itu, calon penjual menawarkannya untuk membeli 
barang yang dimilikinya dengan harga tidak tunai, dan kemudian 
dibelinya kembali dengan tunai. Sehingga pembeli mendapatkan dana 
tunai, sebagian digunakan untuk memenuhi angsuran pertama terhadap 
penjual, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan penjual 
mengambil selisih harga beli dan jual.
41
Berbeda halnya jika pembelinya 
menjual barang itu kepada orang lain, lalu dibeli oleh pembeli pertama, 
maka penjualan demikian hukumnya boleh, dan tidak ada perbedaan 
dalam hal ini.
42
 
                                                          
 40Ibid, hlm. 60-61. 
 
 
41
Ibid, hlm. 52. 
 
 42Syaikh al-„Allamah Muhammad, Fiqh Empat Mazhab terj. „Abdullah Zaki Alkaf, 
(Bandung: Hasyimi, 2001), hlm. 240. 
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 Oleh karena itu, sesungguhnya bai‟ inah itu dilarang, baik menurut 
jumhur ataupun menurut Syafi‟iyah.Karena bai‟ inah itu termasuk 
kategori hilah ribawiyah (rekayasa untuk melakukan transaksi ribawi) 
untuk melakukan riba yang terlarang atau paktik simpan pinjam berbunga 
dengan modus jual beli.
43
 
 Perbedaan pendapat para fuqaha tentang bai‟ inah dapat dijelaskan 
dalam bagan sebagai berikut: 
No Madzhab Hukum Alasan 
1. Hanafiyah  Haram Hilah ribawiyah 
2. Malikiyah  Haram Hilah ribawiyah 
3. Beberapa 
fuqaha dalam  
madzhab 
Syafi‟iyah 
Makruh Al-ibratu bil alfadz la bil maqashid 
4. Hanabilah Haram  Hilah ribawiyah 
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Adiwarman A Karim, Riba Gharar dan Kiadah-Kaidah Ekonomi Syariah…, hlm. 61. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
1. Karakteristik Geografis Desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
 Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang berada di 
Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di kotaSukoharjo bagian selatan. Desa 
Karanganyar terletak di kecamatan Weru. Batas fisik wilayah desa 
Karanganyar yaitu sebagai berikut: 
Sebelah barat  : berbatasan dengan desa Karakan,  
Sebelah utara   : berbatasan dengan desa Karangmojo,  
Sebelah timur   : berbatasan dengan desa Alasombo, 
Sebelah selatan  : berbatasan dengan desa Jatingarang. 
 Wilayah desa Karanganyar terdiri dari empat wilayah kebayanan 
yang masing-masing membawahi minimal tiga dusun atau dukuh. 
Kebayanan tersebut diantaranya yaitu:  
Kebayanan I  : mencangkup dukuh Bran, dukuh Wonosari, dan dukuh 
Sidorejo.  
Kebayanan II : mencangkup dukuh Ngepung, dukuh Bunder, dukuh 
Pindan, dukuh Tlemek, dan dukuh Tegalrejo.  
Kebayanan III : mencangkup dukuh Klodangan, dukuh Kedungaron, 
dukuh Ngepungsari, dukuh Karanganyar, dan dukuh 
Malangan.  
45 
 
Kebayanan IV : mencangkup dukuh Kersan, dukuh Kalongan, dukuh 
Kauman, dan dukuh Kujon. 
 Jumlah penduduk di desa Karanganyar yaitu sebanyak 5564 jiwa, 
dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2777 jiwa 
sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2787 jiwa. 
Presentase penduduk perempuan yaitu 49,9 % dan presentase penduduk 
laki-laki yaitu 50,1 %. Dengan demikian penduduk desa Karanganyar 
didominasi oleh penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada penduduk 
perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Jumlah Penduduk Desa Karanganyar 
Menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
1 Laki-Laki 2777 50,1 % 
2 Perempuan 2787 49,9 % 
 Jumlah 5567 100% 
(Sumber data dari kantor kepala desa Karanganyar tahun 2018) 
2. Lingkungan Desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
a. Keagamaan 
 Lingkungan keagamaan di desa Karanganyar cukuplah baik. Hal 
tersebut dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid dan mushola di 
desa tersebut serta kesadaran masyarakat untuk menjalankan ibadah ke 
masjid cukup tinggi, hal tersebut terbukti dengan banyaknya 
masyarakat berbondong-bondong menunaikan sholat wajibnya di 
masjid maupun mushola. Selain itu juga adanya kajian/pengajian rutin 
yang dilaksanakan di sejumlah masjid maupun mushola di  desa 
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Karanganyar, baik kajian/pengajian untuk anak-anak, orang dewasa, 
dan remaja.
1
 
b. Kebudayaan 
 Kebudayaan yang kental dengan adat istiadat jaman dahulu sudah 
mulai hilang di mata masyarakat desa Karanganyar. Masyarakat mulai 
sadar akan adanya hal musyrik maupun syirik, sehingga tidak lagi mau 
melaksanakan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan adat istiadat jaman 
dahulu sepertihalnya kondangan, sewuan, dan lain sebagainya..
2
 
c. Pendidikan 
 Mayoritas pendidikan masyarakat desa Karanganyar  adalah 
SMA/SMK saja, karena menurutnya mengenyam bangku pendidikan 
sampai ke jenjang SMA/SMK saja dirasa sudah cukup untuk bekal 
mereka terjun ke dunia pekerjaan. Selain itu, adanya keterbatasan 
ekonomi yang menyurutkan masyarakat untuk melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Meskipun mayoritas 
pendidikan masyarakat hanya sampai dengan jenjang SMA/SMK saja, 
namun ada juga yang sampai ke jenjang perguruan tinggi.
3
 
 
 
                                                          
 
1
Bapak Rakimin, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2018, pukul 09.00 WIB 
– selesai. 
 
 2Ibid. 
 
 
3
Bapak Ngatno, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2018, pukul 09.30 WIB – 
selesai. 
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d. Perekonomian 
 Mayoritas penduduk desa Karanganyar bekerja sebagai petani dan 
buruh harian. Sebagian membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti 
pengrajin kayu, pembuat batako, pabrik batu dan pabrik tahu, serta 
pedagang. Selain mempunyai mata pencaharian tersebut, banyak juga 
yang berternak hewan sapi dan kambing. Keadaan sosial ekonomi 
masyarakat desa Karanganyar mayoritas menengah kebawah meskipun 
sebagian juga ada yang menengah ke atas, namun lebih dominan 
keadaan sosial ekonomi yang menengah ke bawah.
4
 
 
B. Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok untuk Keperluan Hajatan di 
Desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
1. Para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli barang-barang pokok untuk 
keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
 Para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli barang-barang 
pokok untuk keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
adalah penjual selaku pihak yang menyediakan kebutuhan pokok dan 
pembeli selaku orang yang menyelenggarakan hajatan. Penjual dalam 
rukun jual beli menurut hukum Islam disebut dengan bai’ sedangkan 
pembeli disebut dengan mustari. Baik pihak penjual maupun pihak 
pembeli, keduanya adalah penduduk desa Karanganyar sendiri. Meskipun 
sebagian pembeli ada juga yang berasal dari daerah lain, namun sebagian 
                                                          
 4Ibid. 
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besar yang menjadi pembeli dalam pembelian barang hajatan merupakan 
masyarakat setempat yaitu penduduk asli desa Karanganyar. 
 Berikut potret beberapa pembeli yang menjadi narasumber dalam 
penelitian penulis: 
 
No 
 
Nama 
 
Alamat 
Tahun 
menyelenggarakan 
hajatan 
 
Agama 
1 Saginem Dk Kersan  
Rt 04/Rw 
07Karangany
ar  
2013 Islam 
2 Sutini Dk Kalongan 
Rt 04/Rw 
08Karangany
ar 
2017 Islam 
3 Tumi Dk Tlemek 
Rt 04/Rw 04 
Karanganyar 
2016 Islam 
4 Poniyati Dk Kersan  
Rt 02/ Rw 9 
Karanganyar 
2017 Islam 
5 Wiji Dk Kersan  
Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2016 Islam 
6 Karyati Dk Kersan  
Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2016 Islam 
7 Kismi Dk Kersan  
Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2018 Islam 
8 Sugini Dk Kersan  
Rt 03/Rw 08 
Karanganyar 
2015 Islam 
9 Dwi Dk Kersan  
Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2015 Islam 
10 Samiyem Dk Kersan  
Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2017 Islam 
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2. Sebab adanya praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan 
hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
 Hajatan merupakan suatu acara seperti resepsi dan selamatan.
5
 Di 
desa-desa hajatan identik dengan acara pernikahan, syukuran atau bancaan, 
dan lain sebagainya. Dalam menyelenggarakan suatu hajatan pasti 
membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi suatu hajatan seperti bahan-bahan makanan dan 
minuman yang berbagai macam jenisnya sesuai dengan jenis olahan 
makanan yang akan disajikan  di suatu hajatan tersebut. Dalam memenuhi 
kebutuhan konsumsi pada suatu hajatan, masyarakat biasanya 
mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan-bahan 
makanan dan minuman tersebut di suatu toko-toko atau warung-warung 
terdekatnya dengan cara membeli baik secara kontan maupun dengan 
hutang/pembayaran dibelakangan. 
 Di desa Karanganyar, masyarakat yang akan menyelenggarakan 
hajatan biasanya memenuhi kebutuhan konsumsi untuk hajatannya 
tersebut dengan cara membeli secara tidak tunai atau pembayaran 
dibelakangan. Ia akan mendatangi seorang penjual barang-barang 
kebutuhan pokok seperti toko atau warung yang dapat menyetorkan 
terlebih dahulu barang yang ia butuhkan dengan pembayaran di belakang. 
Biasanya penjual barang-barang kebutuhan pokok tersebut sudah dikenal 
                                                          
 
5
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamu Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2001), hlm. 381. 
50 
 
masyarakat sejak lama dan sering digunakan untuk membeli kebutuhan 
pokok sehari-hari. 
 Praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di 
desa Karanganyar Weru Sukoharjo sudah berlangsung sejak lama namun 
berbeda halnya dengan semenjak tahun 2003, dimana barang-barang 
pokok hajatan yang berasal dari pihak penjual dengan pembayaran 
dibelakangan tersebut oleh pembeli yang menyelenggarakan hajatan akan 
dijual kembali barang-barang tersebut kepada pihak penjual semula 
apabila nantinya terdapat sisa, hal tersebut dengan maksud untuk 
mengurangi total harga semula semua barang-barang yang harusnya 
dibayar oleh pembeli. 
 Sebelum tahun 2003 masyarakat yang akan menyelenggarakan 
hajatan namun tidak mempunyai dana yang cukup maka ia akan 
menggadaikan suatu benda/barang berharga untuk dapat meminjam dana 
berupa sejumlah uang di lembaga keuangan seperti bank-bank atau lain 
sebagainya untuk mencukupi kebutuhan hajatannya tersebut termasuk juga 
untuk membeli barang-barang keperluan hajatan yang berupa kebutuhan 
konsumsi hajatan. Dari pinjaman dana tersebut akan dibelikan barang-
barang hajatan, sehingga pembelian barang-barang hajatan tersebut 
dilakukan secara lunas/kontan. Dan ketika terdapat sisa barang hajatan 
maka akan digunakan sendiri atau dibagikan kepada tetangga-tetangga 
atau menjualnya kepada siapapun yang mau membayarnya. 
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 Namum berbeda dengan sejak tahun 2003 yang bermula dari 
adanya penjual barang kebutuhan pokok termasuk juga barang kebutuhan 
hajatan yang mau mencukupi terlebih dahulu keperluan hajatan untuk 
masyarakat desa Karanganyar dan sekitarnya yang tidak mempunyai dana 
lebih ketika akan menyelenggarakan hajatan. Sehingga daripada 
masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan meminjam dana berupa 
uang dari lembaga keuangan seperti bank-bank dan lain sebagainya, lebih 
baik melakukan jual beli kepada pihak penjual tersebut. Selain masyarakat 
mendapat bantuan dana terlebih dahulu, apabila setelah hajatan selesai 
dilaksanakan nantinya terdapat sisa barang maka barang tersebut dapat 
dikembalikan (dijual kembali) kepada pihak penjual semula. Dimana hal 
tersebut dapat mengurangi total harga barang-barang yang harus dibayar 
oleh pembeli yang menyelenggarakan hajatan kepada pihak penjual. Hal 
ini dirasa oleh masyarakat sebagai alternatif untuk menyelenggarakan 
hajatan jika tidak mempunyai dana yang lebih untuk mencukupinya 
daripada harus meminjam ke suatu lembaga keuangan seperti bank-bank 
atau lain sebagainya yang mengharuskan adanya benda/barang berharga 
sebagai jaminannya, selain itu juga masih dibebankan adanya bunga yang 
harus dibayarnya. 
3. Akad dalam praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan 
di desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
 Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara 
yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum 
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pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi 
perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak 
kedua untuk menerimanya.
6
 Dalam jual beli belum dikatakan sah sebelum 
ijab dan qabul dilakukan. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk 
menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang 
dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.
7
 Pada dasarnya ijab qabul 
harus dilakukan dengan lisan, akan tetapi jika tidak memungkinkan seperti 
bisu atau yang lainnya, maka dapat dengan surat-menyurat yang 
mengandung arti ijab qabul.
8
 Shigat ijab qabul yaitu ucapan serah terima 
dari kedua belah pihak.  
 Dalam penelitian yang penulis lakukan di desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo terhadap beberapa masyarakat yang menyelenggarakan hajatan 
dan melakukan praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan 
hajatan, mayoritas dari mereka dalam melakukan akad hampir sama antara 
satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan meminta pihak penjual untuk 
menyetorkan terlebih dahulu barang-barang keperluan hajatan yang ia 
butuhkan. Meskipun dalam pengucapannya berbeda-beda namun intinya 
sama.  
 Masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan akan mendatangi 
pihak penjual barang kebutuhan pokok, umumnya mereka mengatakan 
                                                          
 
6
Ahmad Azhar Bayir, Asas-Asas Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65. 
 
 7Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 
hlm. 68. 
 
 8 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm, 26. 
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”Bu saya mau hajatan, tolong dicukupkan terlebih dahulu” atau “Bu saya 
mau hajatan, saya beli di tempat ibu nanti bayarnya belakangan ya” atau 
“Bu saya minta disetorkan barang-barang hajatan dulu,” dengan hal 
demikian pihak penjual sudah mengetahui maksud dari apa yang dikatakan 
oleh pembeli yaitu membeli barangnya dengan pembayaran dibelakang 
ketika hajatannya sudah selesai dilaksanakan.
9
 Pembeli kemudian 
menyebutkan barang-barang yang ia butuhkan tersebut seperti gula, teh, 
minyak, bumbu-bumbu dapur, daging, telur, dan bahan-bahan lainnya 
sesuai dengan permintaan masing-masing pembeli yang akan 
menyelenggarakan hajatan. Dari ucapan pembeli tersebut pihak penjual 
akan mencatat semua permintaan barang-barang yang disebutkan itu dan 
nantinya menyiapkan barang-barang tersebut serta menyetorkan barang-
barang tersebut ke rumah pembeli sesuai dengan hari yang telah 
disepakati, biasanya dua atau beberapa hari menjelang hari-H hajatan 
diselenggarakan.
10
 Terkait dengan harga baik pihak penjual maupun 
pembeli tidak menyingungnya karena hal itu nantinya akan diselesaikan 
ketika hajatan telah selesai diselenggarakan.
11
 
 Setelah menyebutkan macam-macam dan jumlah barang-barang 
yang diperlukan serta hari penyetorannya, baik pihak penjual maupun 
                                                          
9
Ibu Tumi, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 22 April 
2018, pukul 11.00 WIB – selesai. 
 
 
10
Ibu Sugini, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 22 April 
2018, pukul 14.45 WIB – selesai. 
 
11
Ibu Poniyati, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 23 April 
2018, pukul 10.00 WIB – selesai. 
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pembeli akan mengatakan hal-hal terkait dengan sisa barang yang 
disetorkan tersebut apabila nantinya setelah selesai hajatan terdapat sisa 
barang. Hal tersebut biasanya dikatakan oleh kedua belah pihak, apabila 
pihak penjual tidak mengatakannya maka pembelilah yang akan 
mengatakannya, dan sebaliknya. Biasanya pembeli mengucapkan “jika ada 
sisa nanti saya bawa ke sini lagi ya” dan pihak penjual mengatakan “iya” 
untuk tanda menyetujuinya. Atau jika diucapkan oleh pihak penjual 
biasanya ia akan bilang “nanti jika ada sisa dibawa ke sini saja” dan 
pembelipun mengiyakannya.
12
 Barang-barang sisa hajatan yang 
dikembalikan tersebut nantinya akan dibeli kembali oleh pihak penjual 
semula. Barang-barang yang dapat dikembalikan (dijual kembali) ke pihak 
penjual semula hanyalah barang-barang yang berasal dari pihak penjual 
saja.
13
 Cara penjual mencermati sisa barang tersebut berasal darinya atau 
bukan yaitu dengan melihat jenisnya, misal dengan bentuk, merk, kualitas, 
dan lain-lain. Apabila terdapat barang lain selain dari pihak penjual namun 
jenisnya sama dapat juga dijual pula ke pihak penjual, karena 
ketidaktahuan penjual maka dianggap barang tersebut berasal dari pihak 
penjual.
14
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Ibu Saginem, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 24 April 
2018, pukul 09.00 WIB – selesai. 
 
13
Ibu Sutini, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 22 April 
2018, pukul 14.00 WIB – selesai. 
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Ibu Sadiyem, Penjual barang kebutuhan pokok dan hajatan, Wawancara Pribadi, 18 
Maret 2018, pukul 15.00 WIB – selesai. 
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4. Penentuan harga dalam praktik jual beli barang-barang pokok untuk 
keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
 Penentuan harga dalam praktik jual beli barang-barang pokok 
untuk kebutuhan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo ini 
sepenuhnya ditentukan oleh pihak penjual, termasuk juga harga barang-
barang hajatan yang sisa dan dijual kembali kepada pihak penjual 
semula.
15
 Barang-barang kebutuhan konsumsi yang telah disebutkan oleh 
pihak penyelenggara hajatan tersebut selaku pembeli akan diserahkan atau 
disetorkan ketika menjelang hari-H hajatan, tepatnya beberapa hari 
sebelum hari-H hajatan dilaksanakan.
16
 
 Untuk pembayaran barang-barang tersebut diselesaikan diakhir 
ketika hajatan sudah selesai dilaksanakan. Mengenai harga barang-barang 
yang diminta pembeli untuk disetorkan terlebih dahulu tersebut, pembeli 
belum mengetahui rincian dari harga barang-barang itu. Pembeli baru akan 
diberi tahu oleh penjual jumlah total dan perincian harga barang-barang 
yang ia minta tersebut pada saat penotalan/penjumlahan harga semua 
barang yang diminta oleh pembeli yaitu diakhir ketika hajatan telah selesai 
diselenggarakan. Sehingga harga barang seluruhnya ditetapkan oleh pihak 
penjual saja, pembeli mau tidak mau harus menerima berapapun harga 
yang ditetapkan oleh penjual. 
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Ibu Dwi, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2017, 
pukul 14.30 WIB - selesai. 
 
 
16
Ibu Kismi, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 23 April 
2018, pukul 11.00 WIB – selesai. 
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 Pembeli tidak menanyakan harga-harga dari barang-barang yang ia 
minta tersebut kepada pihak penjual pada saat ia meminta barang untuk 
disetorkan terlebih dahulu kepadanya, alasan pembeli yaitu karena 
menurutnya pihak penjual sudah mau menyetorkan terlebih dahulu barang-
barangnya dengan pembayaran dibelakang, sehingga ia sudah merasa 
terbantu sebab kebutuhan konsumsi suatu hajatan tidaklah sedikit dan 
memerlukan biaya yang banyak. Untuk itu harga ia serahkan sepenuhnya 
kepada pihak penjual, berapapun yang akan ditetapkan ia hanya bisa nurut 
saja. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu pembeli yang 
menyelenggarakan hajatan pada saat wawancara pribadi dengan 
peneliti/penulis “…jenenge wong jaluk tulung yo kudu manut-manut wae 
arepdiregoni piro-piro mergo wis gelem nalangi dhisik, wong ragad ngo 
ewuh kui yo akeh arep piye meneh.”17 Yang maksudnya adalah soal harga 
ia nurut-nurut saja kepada pihak penjualnya karena pihak penjual sudah 
mau membantunya, jadi soal harga ia serahkan sepenuhnya kepada pihak 
penjual. 
 Selain itu alasan lain para pembeli yaitu karena jika membayar 
dengan harga kontan ia tidak mempunyai biaya yang cukup. Jika harus 
meminjam terlebih dahulu di lembaga keuangan seperti bank dan 
sejenisnya juga harus ada jaminan untuk dapat menerima pinjaman dari 
sana sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
18
 Sehingga jual beli 
                                                          
17
Ibu Poniyati, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 23 April 
2018, pukul 10.00 WIB – selesai. 
18
Ibu Wiji, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 24 April 
2018, pukul 10.00 WIB – selesai. 
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kepada pihak penjual seperti yang telah disebutkan diatas menjadi salah 
satu alternatif bagi masyarakat ketika akan menyelenggarakan hajatan. 
 Selain masyarakat mendapat bantuan dana terlebih dahulu dari 
pihak penjual berupa barang-barang kebutuhan konsumsi hajatan, apabila 
setelah hajatan selesai dilaksanakan nantinya terdapat sisa barang dari 
barang-barang yang telah disetorkan tersebut dapat dikembalikan (dijual 
kembali) kepada pihak penjual. Barang-barang yang dapat dikembalikan 
(dijual kembali) ke pihak penjual semula hanyalah barang-barang yang 
berasal dari pihak penjual saja. Cara penjual mencermati sisa barang 
tersebut berasal darinya atau bukan yaitu dengan melihat jenisnya, misal 
dengan bentuk, merk, kualitas, dan lain-lain. Apabila terdapat barang lain 
selain dari pihak penjual namun jenisnya sama dapat juga dijual pula ke 
pihak penjual, karena ketidaktahuan penjual maka dianggap barang 
tersebut berasal dari pihak penjual. 
Barang-barang sisa hajatan yang dikembalikan (dijual kembali) ke 
pihak penjual akan dihargai lebih murah dari harga jual semula barang 
tersebut. Seperti contoh pembeli yang tadinya membeli barang tersebut 
dari penjualdengan harga semula semisal gula Rp. 15.000 maka jika dijual 
kembali ke penjual semula tersebut hanya dihargai seharga Rp. 13.000 saja 
atau dibawah harga semula dari harga belinya.
19
 Hal tersebut karena pihak 
penjual tidak maurugi, karena yang tadinya barangnya sudah dibeli namun 
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Ibu Sugini, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 22 April 
2018, pukul 14.45 WIB – selesai. 
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dikembalikan lagi. Ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual 
terhadap barang sisa hajatan yang dibelinya kembali tersebut rata-rata 
ditetapkan bedasarkan harga kulakan barang tersebut atau harga penjual 
membeli barang dagangannya dari pihak produsen atau agennya.
20
 
 Dari praktik penjualan ini pihak penjual barang kebutuhan hajatan 
tersebut mendapatkan keuntungan selain dari keuntungan harga jual 
semula barang-barang yang ia setorkan kepada pembeli yang 
menyelenggarakan hajatan, juga mendapat keuntungan dari pengembalian 
barang sisa hajatan tersebut dari pembeli yang menyelenggarakan hajatan 
atas barang yang telah disetorkan oleh pihak penjual semula. 
 Perhitungan dan pembayaran total barang-barang yang diminta 
pembeli yang menyelenggarakan hajatan untuk disetorkan terlebih dahulu 
tersebut yaitu dengan menghitung dahulu total semua barang-barang yang 
diminta tadi lalu dikurangi total harga barang-barang yang dikembalikan. 
Sehingga tanggungan pembeli selaku orang yang menyelenggarakan 
hajatan kepada pihak penjual dapat terkurangi oleh total harga barang-
barang yang di kembalikan (dijual kembali) ke pihak penjual.
21
 Meskipun 
barang-barang sisa hajatan tersebut hanya dihargai di bawah harga belinya, 
namun pembeli tidaklah mengapa atau tidak mempermasalahkannya 
karena menurutnya jika sisa barang hajatan tersebut digunakan untuk 
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Ibu Sadiyem, Penjual barang kebutuhan pokok dan hajatan, Wawancara Pribadi, 18 
Maret 2018, pukul 15.00 WIB – selesai. 
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Ibu Karyati, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 24 April 
2018, pukul 15.30 WIB – selesai. 
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dirinya sendiri tidaklah habis sehingga lebih baik dikembalikan (dijual 
kembali) ke pihak penjual sebab dapat menguranggi beban harga yang 
harus ia bayar kepada pihak penjual.
22
 
 Penjualan kembali barang sisa hajatan tersebut sebelumnya sudah 
ada kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli yang akan 
meyelenggarakan hajatan, bahwa nantinya apabila ada sisa barang-barang 
yang disetorkan tersebut nantinya akan dikembalikan (dijual kembali) ke 
pihak penjual.
23
 Kesepakatan itu bisa saja diucapkan oleh pihak penjual 
dan juga pembeli, seperti misal dengan kata “nanti jika ada sisa barang 
dibawa ke sini saja” itu yang diucapkan oleh pihak penjual yang 
maksudnya adalah nanti jika ada sisa barang maka disuruh membawanya 
kepadanya dan akan ia beli. Dan dapat juga diucapkan oleh pembeli 
dengan kata “nanti jika ada sisa barang saya bawa kemari lagi” dan pihak 
penjualpun mengiyakannya. Namun soal harga yang nantinya hanya akan 
dibeli dengan harga dibawah harga semula, pihak penjual tidak 
mengatakannya. Kedua belah pihak sama-sama tidak menyinggungnya.
24
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Ibu Sugini, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 22 April 
2018, pukul 14.45 WIB – selesai. 
 
23
Ibu Saginem, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 24 April 
2018, pukul 09.00 WIB – selesai. 
 
 
24
Ibu Samiyem, Pembeli yang Menyelenggarakan Hajatan, Wawancara Pribadi, 14 April 
2018, pukul 13.00 WIB – selesai. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 
BARANG-BARANG POKOK UNTUK KEPERLUAN HAJATAN DI DESA 
KARANGANYAR WERU SUKOHARJO 
 
A. Analisis Terhadap Mekanisme Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok 
untuk Keperluan Hajatan di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo dari 
Pihak Penjual Kepada Pihak Pembeli (Selaku Penyelenggara Hajatan), 
Serta Penjualan Kembali dari Pihak Pembeli (Selaku Penyelenggara 
Hajatan) Kepada Pihak Penjual Semula 
Apabila dianalisis dengan seksama berdasarkan pada penjelasan dari 
bab-bab sebelumnya, praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan 
hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo baik dari pihak penjual kepada 
pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan) maupun penjualan kembali 
sisa barang-barang pokok keperluan hajatan dari pihak pembeli (selaku pihak 
penyelenggara hajatan) kepada pihak penjual semula, hal tersebut terdapat 
alasan yang mendasar adanya praktik jual beli tersebut yaitu pihak pembeli 
selaku yang menyelenggarakan hajatan menghendaki untuk mendapatkan 
dana terlebih dahulu untuk menyelenggarakan hajatannya. Sedangkan pihak 
penjual menginginkan keuntungan dari praktik jual beli tersebut. 
Alasan terjadinya jual beli di atas tidak menyimpang dari hukum 
perdagangan secara umum, tetapi apabila dilihat dari segi manfaat dan 
madharatnya akan menimbulkan dampak ketidakadilan antar pihak, antara 
lain yaitu: 
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1. Mengenai harga yang belum disepakati oleh kedua belah pihak yang 
dapat mendatangkan ketidakjelasan serta perselisihan antar sesamanya. 
2. Harga yang hanya ditetapkan oleh penjual saja tanpa kesepakatan 
dengan pembeli dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak 
pembelinya karena ia mau tidak mau harus setuju berapapun harga yang 
ditetapkan oleh pihak penjual. 
3. Ketidak adanya kesepakatan harga yang jelas dapat dijadikan peluang 
untuk melakukan kecurangan oleh salah satu pihak, terutama pihak 
penjual barang-barang kebutuhan pokok untuk hajatan yaitu memberikan 
harga yang lebih tinggi. 
 Dengan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh jual beli 
barang-barang keperluan hajatan tersebut, maka demi kemaslahatan jual beli 
yang demikian lebih baik ditinggalkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang 
artinya: “Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil 
kemaslahatan.” Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa jika terjadi 
pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) pada suatu 
perbuatan atau jika perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung 
kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka 
segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah 
meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.
1
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 168. 
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B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang-Barang 
Pokok untuk Keperluan Hajatan di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo 
dari Pihak Penjual Kepada Pihak Pembeli (Selaku Penyelenggara 
Hajatan), Serta Penjualan Kembali dari Pihak Pembeli (Selaku 
Penyelenggara Hajatan) Kepada Pihak Penjual Semula 
 Praktik jual beli ini berbeda dengan bai’ inah karena dalam jual beli ini 
tidak terdapat kesepakatan untuk menjualnya kembali kepada penjual semula. 
Dalam jual beli ini, pihak penjual tidak memaksa/mengaharuskan pembeli 
untuk menjual kembali barang-barang tersebut kepadanya. Ia hanya 
memberikan saran kepada pihak pembeli selaku penyelenggara hajatan, 
bahwa pihak pembeli dapat menjual kembali barang-barang pokok keperluan 
hajatan yang sudah disetorkan tersebut kepadanya lagi. Terkait dengan harga 
penjualan kembali barang-barang hajatan yang hanya dihargai dibawah harga 
semula tersebut adalah suatu hal yang wajar. Karena oleh pihak penjual, 
barang tersebut akan ia jual kembali selayaknya barang dagangannya semula 
dengan harga yang sama pada saat ia menjualnya kepada pihak pembeli 
selaku orang yang menyelenggarakan hajatan. Untuk itu, pada saat ia 
membeli barangnya kembali dari pihak pembeli yang menyelenggarakan 
hajataan tersebut, ia memberikan harga yang sama pada saat ia mendapatkan 
barang tersebut dari produsen. Sehingga harga yang diberikan pada saat ia 
membeli kembali barangnya dari pihak pembeli yang menyelnggarakan 
hajatan dibawah harga pada saat ia menjualnya. 
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 Selain itu berdasarkan pandangan hukum Islam, praktik jual beli 
barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo dari pihak penjual kepada pihak pembeli (selaku penyelenggara 
hajatan) serta penjualan kembali barang-barang pokok hajatan yang sisa dari 
pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan), dari segi rukun jual belinya 
sudah terpenuhi. Sebagaimana rukun jual beli menurut hukum Islam yaitu:
2
 
1. Adanya penjual dan pembeli 
2. Adanya akad jual beli 
3. Adanya barang yang dijadikan objek jual beli 
4. Adanya nilai tukar barang 
 Jual beli menurut hukum Islam baru dapat dikatakan sah apabila 
terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli terdapat empat 
macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in’iqad), syarat sahnya akad, 
syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. Secara umum tujuan 
adanya syarat tersebut anatara lain untuk menghindri pertentangan diantara 
manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual 
beli gharar, dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya 
akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama 
Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad 
tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkam menurut ulama Malikiyah 
cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memnuhi syatar lujum, akad tersebut 
                                                          
2
 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118. 
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mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun 
membatalkan.
3
 
 Dalam jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan yang 
terjadi di desa Karanganyar Weru Sukoharjo terdapat syarat yang belum 
terpenuhi yaitu mengenai harga yang belum disepakati pada saat akad 
berlangsung. Sehingga pada saat barang disetorkan kepada pembeli, pembeli 
belum mengetahui harga dari semua barang-barang yang disetorkan oleh 
pihak penjual. Pembeli baru mengetahui harga dari barang-barang yang telah 
disetorkan tersebut pada saat pembayarannya yaitu ketika selesai hajatan 
pembeli akan diberi nota yang berisi rincian dari harga barang yang 
disetorkan tersebut serta jumlah total yang harus ia bayar. Harga-harga 
tersebut hanya ditentukan oleh pihak penjual saja, sehingga pembeli mau 
tidak mau harus menerima berapapun harga yang ditentukan oleh pihak 
penjual. 
 Meskipun dalam hal ini para pihak sudah saling rela, terutama pihak 
pembeli. Namun hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti gharar/ketidakjelasan dan penipuan. Karena harga hanya diketahui 
oleh pihak penjual saja, sedangkan pembeli tidak mengetahui berapapun 
harga barang tersebut sebelumnya pada saat ia meminta untuk disetorkan 
barang-barang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan mudharat bagi pembeli, 
serta dapat membuka peluang bagi penjual untuk memberikan harga yang 
lebih tinggi karena tidak disepakati diawal.  
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 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-II, hlm. 76. 
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 Selain itu, apabila dilihat dari prinsip-prinsip jual beli, maka prinsip 
‘an taradhin atau suka sama suka menjadi cacat, karena di dalam jual beli 
tersebut melekat di dalamnya yaitu: 
1. Terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yaitu pada nilai tukarnya. 
Dimana besarnya nilai tukar barang belum jelas diketahui oleh kedua 
belah pihak. Hal tersebut dapat menimbulkan penipuan yang dapat 
merugikan salah satu pihak. 
2. Penentuan harga yang hanya ditentukan oleh salah satu pihak tanpa 
kesepakatan pihak lain dapat memunculkan perselisihan. 
3. Ketidakadanya kesepakatan harga pada saat akad dapat menjadi peluang 
bagi penjual untuk melakukan hal yang dilarang, sepertihalnya 
memberikan harga yang lebih tinggi/tidak sewajarnya yang dapat 
merugikan pihak pembeli. 
4. Harga penjualan kembai barang-barang pokok keperluan hajatan kepada 
pihak penjual semula yang mengandung unsur keterpaksaan karena mau 
tidak mau pembeli (selaku penyelenggara hajatan) harus rela dengan 
harga yang ditentukan oleh pihak penjual saja. 
 Apabila jual beli barang-barang keperluan hajatan tersebut merupakan 
kebiasaan dan pihak pembeli sudah merasa ridho dengan transaksi demikian 
serta pihak penjual pun tidak bermaksud mencari keuntungan sebesar-
besarnya tanpa memperdulikan syariat mengenai jual beli, maka kebiasaan 
itu boleh, tetapi jika kebiasaan itu bertentangan dengan nash yang jelas dan 
qath’i, bahkan menyimpang dari kemaslaahatan yang diharapkan oleh 
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masyarakat, maka adat yang demikian adalah adat yang fasid atau rusak yang 
tidak layak dijadikan sandaran hukum. 
 Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 
analisis bahwa jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa 
Karanganyar Weru Sukoharjo baik dari pihak penjual kepada pihak pembeli 
(selaku penyelenggara hajatan) maupun penjualan kembali barang-barang 
pokok keperluan hajatan dari pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan) 
kepada pihak penjual semula, pada kenyataannya memberikan manfaat dan 
madharat. Oleh karena itu, jika kemadharatannya akan menghancurkan 
tatanan ekonomi msayarakat terutama dalam hal daya belinya, maka lebih 
baik jual beli tersebut ditinggalkan. Karena meninggalkan kemadharatan 
lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya.  
 Untuk itu berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan hukum wadh’i, jual 
beli ini adalah sah karena rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam 
sudah terpenuhi. Namun secara hukum taklifi parktik tersebut adalah 
makhruh karena meskipun syarat harga barang telah terpenuhi karena adanya 
kerelaan oleh kedua belah pihak, namun hal tersebut mengandung 
ketidakjelasan/gharar dimana tidak adanya kesepakatan harga yang jelas 
yang dapat memunculkan beberapa mudharat yang tidak sebanding dengan 
manfaat yang dimunculkannya, serta adanya gharar dalam jual beli tersebut 
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan 
terhadap praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di 
desa Karanganyar Weru Sukoharjo ditinjau dari perspektif hukum Islam, 
maka untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan di desa 
Karanganyar Weru Sukoharjo dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang 
menjual barang pokok dan hajatan serta masyarakat desa Karanganyar 
yang akan menyelenggarakan hajatan. Mekanisme praktik tersebut yaitu 
pihak yang akan menyelenggarakan hajatan membeli barang-barang 
pokok keperluan hajatan kepada pihak penjual dengan cara pembayaran 
diakhir ketika hajatan telah selesai diselenggarakan. Apabila barang 
tersebut terdapat sisa, maka dijual kembali kepada pihak penjual semula. 
Dari pihak penjual akan membeli barangnya kembali dengan harga yang 
lebih murah. Cara perhitungan pembayarannya yaitu total harga barang-
barang yang semula disetorkan kepada pembeli, dikurangi dengan total 
harga barang-barang yang dijual kembali kepada penjual semula dengan 
harga yang berbeda dari harga belinya. 
2. Berdasarkan hukum Islam, praktek jual beli barang-barang pokok untuk 
keperluan hajatan di desa Karanganyar Weru Sukoharjo baik dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli (selaku penyelenggara hajatan) maupun 
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penjualan kembali barang-barang pokok keperluan hajatan dari pihak 
pembeli (selaku penyelenggara hajatan) kepada pihak penjual semula, 
pada kenyataannya memberikan manfaat dan madharat. Oleh karena itu, 
jika kemadharatannya akan menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat 
terutama dalam hal daya belinya, maka lebih baik jual beli tersebut 
ditinggalkan. Karena meninggalkan kemadharatan lebih diutamakan 
daripada mengambil manfaatnya. Untuk itu berdasarkan hukum Islam, 
sesuai dengan hukum wadh’i, jual beli ini adalah sah karena rukun dan 
syarat jual beli menurut hukum Islam sudah terpenuhi. Namun secara 
hukum taklifi parktik tersebut adalah makhruh karena meskipun syarat 
harga barang telah terpenuhi karena adanya kerelaan oleh kedua belah 
pihak, namun hal tersebut mengandung ketidakjelasan/gharar dimana 
tidak adanya kesepakatan harga yang jelas yang dapat memunculkan 
beberapa mudharat yang tidak sebanding dengan manfaat yang 
dimunculkannya, serta adanya gharar dalam jual beli tersebut tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. 
 
B. Saran 
Setelah memperhatikan, mendeskripsikan, serta menganalisis tentang 
praktik penjualan kembali barang sisa hajatan di desa Karanganyar Weru 
Sukoharjo terkait dengan praktek jual belinya maka hal yang dapat 
diupayakan yaitu sebagai berikut : 
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1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini baik pihak 
penjual maupun pihak pembeli hendaknya tetap memperhatikan 
ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, agar terhindar dari hal-hal yang 
telah dilarang dalam hukum Islam. 
2. Bagi penjual hendaknya dalam melakukan transaksi seperti ini 
memberitahukan kepada pembeli terkait dengan harga barang-
barangnya, serta melakukan transaksi jual beli terhadap masyarakat 
selaku orang yang menyelenggarakan hajatan dengan didasarkan pada 
saling menguntungkan antar pihak. 
3. Bagi pembeli pada saat meminta barang untuk disetorkan sebaiknya 
mengetahui harga dari barang-barang tersebut terlebih dahulu, untuk 
mengantisipasi adanya ketidakjelasan, penipuan/gharar, dan lain-lain 
yang dapat memunculkan perselisihan. 
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LAMPIRAN I 
 
JADWAL RENCANA PENELITIAN 
 
No 
Bulan Februari Maret April Mei Juni Juli 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
x x x x                     
2 Konsultasi  x x   x x   x x x x x x x x    x x x x 
3 Revisi 
Proposal 
  x   x x    x x             
4 Pengumpulan 
Data 
     x    x x x             
5 Analisis Data             x x x x         
6 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
               x x        
7 Pendaftaran 
Munaqasyah 
                    x    
8 Munaqasyah                      x   
9 Revisi Skripsi                       x x 
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LAMPIRAN II 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
A. PIHAK PENJUAL YANG MENJUAL BARANG POKOK DAN 
HAJATAN 
1. Sudah sejak kapan melakukan penjualan barang kepada orang yang 
menyelenggarakan hajatan dengan cara seperti itu? 
2. Sudah berapa banyak yang membeli barang untuk hajatan dengan cara 
seperti itu? 
3. Bagaimana cara pembeli meminta anda untuk menyetorkan barang-
barang untuk keperluan hajatannya? 
4. Bagaimana cara pembayaran dengan jual beli seperti itu? 
5. Jika ada barang yang dikembalikan, apakah anda tidak merasa rugi? 
6. Terkait dengan pengembalian barang tersebut apakah sudah ada 
perjanjian diawal ketika pembeli meminta untuk disetorkan barang-
barang atau hal tersebut merupakan gagasan pembeli sendiri untuk 
mengembalikan barang yang sisa? 
7. Bagaimana cara anda mencermati barang tersebut berasal dari anda? 
 
B. PIHAK PEMBELI YANG MENYELENGGARAKAN HAJATAN 
1. Tahun berapa anda menyelenggarakan hajatan? 
2. Kenapa melakukan jual beli dengan cara tersebut? 
3. Bagaimana akad jual beli anda dengan pihak penjual? Atau 
Bagaimana cara anda meminta kepada pihak penjual untuk disetori 
barang-barang keperluan hajatan terlebih dahulu? 
4. Bagaimana cara pembayaran dengan jual beli seperti itu? 
5. Jika barang-barang tersebut terdapat sisa setelah hajatan selesai 
diselenggarakan, apakah barang tersebut dikembalikan/dijual lagi 
kepada penjual? 
6. Kenapa tidak dijual kepada penjual lain? 
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7. Apakah anda tidak merasa rugi ketika barang tersebut hanya dihargai 
dibawah harga semula?  
8. Terkait dengan pengembalian barang tersebut apakah sudah ada 
perjanjian diawal atau ada permintaan dari pihak penjual? 
 
C. PIHAK PENJUAL LAIN YANG MENJUAL BARANG POKOK 
1. Apakah disini melayani penjualan terhadap orang yang 
menyelenggarakan hajatan dengan cara menyetorkan barang terlebih 
dahulu bayarnya nanti lalu jika ada sisa dikembalikan kesini lagi? 
2. Jika tidak, alasannya kenapa? 
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LAMPIRAN III 
 
DAFTAR RESPONDEN 
 
 
No 
 
Nama 
 
Alamat 
 
Tahun 
hajatan 
 
Tanggal 
wawancara 
1 Saginem  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar  
2013 24 April 2018 
2 Sutini  
(Pembeli) 
Dk Kalongan Rt 04/Rw 
08 Karanganyar 
2017 22 April 2018 
3 Tumi  
(Pembeli) 
Dk Tlemek Rt 04/Rw 04 
Karanganyar 
2016 22 April 2018 
4 Poniyati  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 02/ Rw 9 
Karanganyar 
2017 23 April 2018 
5 Wiji  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2016 24 April 2018 
6 Karyati  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2016 24 April 2018 
7 Kismi  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2018 23 April 2018 
8 Sugini  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 03/Rw 08 
Karanganyar 
2015 22 April 2018 
9 Dwi  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2015 10 Juni 2017 
10 Samiyem  
(Pembeli) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
2017 14 April 2018 
11 Sadiyem 
(Penjual) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
- 18 Maret 2018 
12 Suharno  
(Penjual) 
Dk Kersan Rt 04/Rw 07 
Karanganyar 
- 18 Maret 2018 
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LAMPIRAN IV 
DRAFT WAWANCARA 
Wawancara dengan Ibu Sadiyem dan Bapak Suharno pada tanggal 18 Maret 
2018 (selaku penjual yang menjual bahan pokok dan hajatan) 
Saya  : Bu sampun kat tahun pinten njenegan nalangi wong sing hajatan 
ngoten niku?  
Ibu Sadiyem : Kat kapan yo, kiro-kiro tahun 2003 ngono. 
Saya  : Sampun kathah nggih sing njenengan talangi riyen, kinten-kinten 
pinten nggih?  
Ibu Sadiyem : Piro yo ora ngitung, yo  sekitar 300an lah. 
Saya  : Ngoten niku carane nembung ten njenegan pripun nggih? 
Ibu Sadiyem : Gur moro opo perlune yo disampekne, arep mantu kon nyetori 
disik.. 
Saya  : Hla ngoten niku tumbas nopo utang nggih dadose? 
Ibu Sadiyem : Yo tuku ning bayare keri ngono. 
Saya  : Menawi barang sing njenengan setori niku wonten sisa kan kadang 
wonten sing digowo mriki malih, nah niku njenengan nopo mboten 
rugi? 
Ibu Sadiyem : Iyo kerep sing dho balek-balekne ngono kuwi. Ning yo rapopo 
ngko karo aku tak rego bedo karo pas tuku. Dadi barang sing 
dibalekne kuwi tak rego kulak opo rego sak ngisore nek sing tuku 
kuwi mau gelem. 
Saya  : Kok dho balek-balekne ngoten niku ki waune pripun? Nopo 
gagasane sing tumbas nopo pripun? 
Bapak Suharno : Yo mergo durung dibayar kuwi gek barange siso, karo sing dho 
tuku ndak dibalekne rene. Wis kadung digowo rene nek arep nolak 
yo piye mesakne. Tur no nek ora disudo karo barang kuwi mau 
utange kan yo akeh ngko ra dibayar-bayar kadang ono sing lali opo 
nglali kan aku yo malah rugi. Dadi yo rapopo nek barange bali 
meneh sing penting utange lunas ngono wae. 
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Saya  : Ngoten niku kan barang-barang hajatan kan kadang wonten barang 
sing podo kaliyan barang gawan kadang kan kecampur-kecampur, 
hla niku pripun nek dikatutne dibalekne ten njenengan? 
Ibu Sadiyem : Yo nek barange isih apik yo rapopo, nek podo misale merke podo, 
jenise podo, kan kene yo ora ngerti nek barang kuwi genah-genah 
soko kene opo ora gusti Alloh sing ngerti. Dadi yo dianggep wae 
soko kene nek barange podo lan barange isih layak. Mbiyen kae yo 
tau enek sing balekne bawang cilik-cilik padahal soko ngonku rodo 
gedee-gede, yo aku wegah nompo wong ora soko kene kok 
dibalekne rene. 
Saya  : Hla njenengan carane niteni barang niku saking ngene jengengan 
nopo dede niku pripun? 
Ibu Sadiyem : Yo kan enek jenise, nek sing kemasan kan yo enek merke ning aku 
jarang nompo balen koyodene minyak kan enek merke, nek teh aku 
ijik nompo, gulo, nek sebangsane bumbu-bumbu ngono kuwi kan 
ngerti jenise piye koyodene gede opo cilik trus kualitase piye. 
Saya  : Ooo ngoten sampun titen nggih. Menawi itungane niku pripun pas 
bayare niku itungane pripun? 
Ibu Sadiyem : Yo ngko wis dicateti entek-enteke piro, ngko dikelongi barang sing 
dibalekne kuwi mau. Kadang ngono yo ijik enek wae sing ninggal 
rego. 
 
Wawancara dengan Ibu Dwi pada tanggal 10 Juni 2017 (selaku pembeli yang 
menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Praktek penjualan kembali barang sisa hajatan di desa mriki niku 
pripun ta bu? 
Ibu Dwi : Yo nek enek wong mantu ngono kae lak jupuk barange nang 
penjual. Ngko jupuk barang disik bayare keri nek wis rampung 
hajatane ngko totalan nek mburi. Ngko nek enek barang sing sisa 
ngono kae dibalekne meneh nang penjuale.  
Saya  : Dibalekne niku mosok oleh?  
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Ibu Dwi : Dibalekne kuwi ngko karo penjuale dituku genti, ning diregani 
bedo karo pas tuku mau. Misale gulo maune regane 15000 ngko 
mung gari 13000. 
Saya  : Hla ngoten niku mboten ngrugine sing dho tumbas? 
Ibu Dwi : Yo ora hla nek ra ngono arep etuk modal ko ngendi nek arep 
hajatan. Ngono kan iso ditalangi disik. Dadi masyarakat yo pilih 
ngono daripada golek utangan nang bank dadak ngo agunan. Nek 
kuwi lak ora. Gari moro ngomong ngko wis diteri.  
Saya : Jadi niku pun dadi alterative e masyarakat nggih nek arep 
nyelenggarakne hajatan? 
Ibu Dwi : Iyo wis dadi alternative masyarakat. 
Saya  : Hla niku soal regi-regine pripun? 
Ibu Dwi : Yo sing nentokne penjuale. Pas tukune opo pas baleke ne kuwi sing 
regani yo penjuale. Awakdewe gari manut dirego piro-piro. 
Saya : Hla pas nembung barang-barang niku ibu pun ngertos regone 
dereng? 
Ibu Dwi : Durung, wong moro rono gur nyebutne barang-barang sing 
dibutuhne kuwi. 
Saya : Hla kok mboten takon-takon regone disik bu? 
Ibu Dwi : Ora, pokoke rego-rego ki mung manut penjuale. 
 
Wawancara dengan Ibu Samiyem pada tanggal 14 April 2018 (selaku 
pembeli yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Dhe njengan riyen hajatan niku mendet barange nggih carane 
nggih mendet barang riyen mangke itungane keri ngoten nopo 
langsung lunas nopo pripun? 
Ibu Samiyem : Iyo koyo mau. Jupuk disik ngko itungane keri. 
Saya  : Mangke nek enten sisa ngoten trus dibalekne ten penjuale malih 
nopo didol liyo? 
Ibu Samiyem : Dibalekne meneh. 
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Saya  : Hla niku ngomonge pripun kok agsal dibalekne nopo sak derenge 
sampun sanjang riyen? 
Ibu Samiyem : Iyo pas pesen barange ngko lak dipeseni nek enek barang sing 
turah kon gowo rono, nek ora dipeseni yo ngomong nek enek 
barang turah ngko tak gowo rene yo yu.. ngono. 
Saya  : Oo ngoten.. nek dibalekne niku regine nggih sami dhe kalian pas 
tukune? 
Ibu Samiyem : Yo bedo, regone wis bedo. Dirego murah paling rego kulake opo 
sak ngisore sing penting dee etuk bati geg yo ora rugi meski 
barange bali nang dee meneh. 
Saya  : Ooo benten regine.. hla pas nembung barang ken ngeteri niku 
njenengan sampun ngertos regi-regi barang-barange dereng? 
Ibu Samiyem : Ora, ngertine yo ngko pas rampungan kae dikei catetan enteke piro 
piro ngono.  
 
Wawancara dengan Ibu Tumi pada tanggal 22 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Ibu, tahun pinten nggih njenengan nyelenggarakne hajatan/duwe 
gawe? 
Ibu Tumi : Nek ra lali tahun 2013. 
Saya  : Pas nyelenggarakne hajatan niku njenengan tumbas barang-barang 
keperluan hajatan seperti teh gula beras niku lunas nopo mboten? 
Ibu Tumi : Lunas nduk ning yo jupuk barange dhisik lunasine keri. 
Saya  : Berarti mendhet barang riyen mangke disetori menawi sampun 
rampung hajatane mangke gari bayar ngoten? 
Ibu Tumi : Iyo, bakule nyetori barang-barang opo sing diperluke dhisik. 
Saya  : Niku pripun nggih carane njenengan nembung kaleh pihak 
penjuale? 
Ibu Tumi : Yo mung moro rono trus ngomong „yu aku arep mantu, aku tuku 
ngonmu ning bayare keri yo‟ 
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Saya  : Hla menawi pas sampun rampung hajatane kan kadang enten 
barang sing turah enten sing mboten, hla ngone njenengan turah 
mboten? 
Ibu Tumi : Iyo biasane turah-turah ngono kae nek mantu, ngonku kae yo turah. 
Saya  : Hla niku turahane kaleh njenengan dipripunke? 
Ibu Tumi : Ngonku tak dol nang bakule meneh, tak balekne rono. 
Saya  : Nek didol mriko niku mangke regine nggih sami kalihan pas 
njenengan tumbas? 
Ibu Tumi : Yo bedo.. Nek adol ngko gur dirego murah karo bakule. Dadi nek 
mbalekne kui yo regone bedo karo pas tuku, misale gulo sekilo 
17000 mengko gur dibayar 16000 opo 15000 ngono tetep bedo nek 
adol karo tuku kuwi.  
Saya  : Hla ngoten niku njenengan mboten rugi bu? 
Ibu Tumi : Yo rugi ra rugi hla wis carane ngono. Nek dibalekne kan iso ngo 
ngurangi totale sing kudu dibayar kuwi mau. 
Saya  : Dadose bayare niku pripun bu? Barang sing disetori niku dibayar 
riyen gari ngurus barang sing dibalekne nopo pripun? 
Ibu Tumi : Ora, bayare yo totale mau dikurangi total rego barang sing 
dibalekne. Dadi totale piro sing kudu dibayar dikurang rego barang 
sing dibalekne mau jumlahe piro yo kuwi sing kudu dibayar. 
 
Wawancara dengan Ibu Sutini pada tanggal 22 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Tahun pinten bu njenegan nyelenggarakne hajatan/duwe gawe?  
Ibu Sutini : Tahun ndek wingi  
Saya  : Niku barang-barang sing diperlukne kengge hajatan niku njenengan 
tumbase ten penjual langsung lunas nopo pripun? 
Ibu Sutini : Yo mbiyen langsung tak bayar pas rampungane ngono. 
Saya  : Dadose mendhet barang riyen bayare wonten wingking ngoten? 
Ibu Sutini : Iyo 
Saya  : Ngoten niku nembunge ten penjuale pripun bu?  
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Ibu Sutini : Ngomong penjuale „yu aku arep mantu setorono sik‟ yo gur ngono. 
Trus opo perlune disebut ngko dicatet bakule. 
Saya  : Oo nggih nggih.. Nek sak wise hajatan niku lak biasane wonten 
barang sing turah wonten sing mboten, hla biasane sing turah niku 
lak dibalekne ten penjuale, hla ngene njenengan riyen turah 
mboten? 
Ibu Sutini : Yo turah. Ning aku mung balekne teh nek gulone tak nggo dewe. 
Saya  : Hla niku nek balekne ngoten niku regine sami nopo mboten? 
Ibu Sutini : Yo bedo. Umpomone jupuk teh 17000 ngko balekne rono yo 15000 
ngono kuwi.   
Saya  : Ngoten niku njenengan mboten rugi? 
Ibu Sutini : Yo ora. Umpomone rugi yo biasalah, jengenge wong balekne. 
Wong adol karo wong tuku kan bedo. Kono kan digoleki bathine. 
Prinsipe bakul kan ngono kuwi. Umpomone ngko arep ewuh ngko 
dirego semene nek ngko balekne ngko dianggep semene kan 
digoleki bathine.    
Saya  : Mboten diregi sami nggih? 
Ibu Sutini : Yo ora, mosok ndek mben tag kei rego 17000 sak ini aku kon nuku 
17000 yo wegah.. 
Saya  : Woo… hla niku pas balekne njenegan sak derenge pun sanjang 
rumiyen dereng? Nembung mbak mangke nek enten sisa ngko tak 
gowo rene ngono misale.. 
Ibu Sutini :  Yo gur ngko nek aku duwe turahan tak gowo rene yo. 
Saya  : Ooo ngoten. 
 
Wawancara dengan Ibu Sugini pada tanggal 22 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Tahun pinten ibu duwe gawe?  
Ibu Sugini : Genah bareng ngone ibumu tahun 2015.. 
Saya  : Riyen pas duwe gawe barang-barang kebutuhan kangge duwe gawe 
niku mendhet ke penjual lunas nopo hutang riyen bu? 
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Ibu Sugini : Lunas ning bayare keri.  
Saya  : Maksude niku pripun bu? 
Ibu Sugini : Jupuk barang-barange dhisik mengko itungane keri nek wis  
rampung tarube. 
Saya  : Ngoten niku njenengan nembunge pripun bu ten penjuale? 
Ibu Sugini : Yo nyang bakule ngomong nek arep mantu mengko wis ngerti 
maksude. Terus opo perlune disebutne ngko dicatet karo bakule. 
Saya  : Menawi mangke pas sampun rampung duwe gawene, barange 
wonten sing turah niku pripun bu? Dibalekne nopo pripun? 
Ibu Sugini : Sing turah-turah kui ngko dibalekne nang bakule. Mengko karo 
bakule diregani bedo karo pas tuku, misale teh regone 12000 ngko 
dirego 10000 mie regone 9000 dirego 8000 opo 7000 ngono. 
Saya  : Hla ngoten niku njenengan mboten rugi? 
Ibu Sugini : Yo piye… arep dingo dewe yo ra entek. 
Saya  : Mboten dijual ten penjual liyo? 
Ibu Sugini : Ora gelem mbak, nek jupuke orang nang kono yo ra gelem nuku 
balen. 
Saya  : Ooo ngoten.. Kalo soal wau sing nyuwun barange riyen niku, 
menawi regine barang-barang niku njenengan sampun ngertos 
dereng?  
Ibu Sugini : Ora ngerti, ngertine mengko nek wis rampung. Mengko totalan 
enteke piro kabehe ngko dikei catetan ngko kari dibayar. Nek enek 
barang sing turah mau ngko yo ditotal barange piro ngko 
dikurangi.  
Saya  : Berarti bayare mangke total barang sing dipendhet wau dikurange 
totale barang sing dibalekne niku? 
Ibu Sugini : Iyo… 
Saya  : Ooo ngoten.. Nek balekne baranng niku sakderenge nopo sampun 
wonten kesepakatan kok barange angsal dibalekne maleh? 
Ibu Sugini : Iyo wis kansen pas pesen mau mengko ngomong nek enek barang 
turah mengko digowo rono 
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Wawancara dengan Ibu Poniyati pada tanggal 23 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Dulu nyelenggarakan hajatan tahun pinten bu? 
Ibu Poniyati : 2017 
Saya  : Riyen tumbase barang-barang sing diperlukne ngge hajatan niku 
carane mendhet barang riyen bayare ten wingking podo liyane 
nopo pripun?  
Ibu Poniyati : Iyo jupuk barang disik bayare nang nek wis rampung hajatane. 
Saya  : Niku akad/nembunge pripun? 
Ibu Poniyati : Yoo wis angger moro ngomong arep mantu ngko kon nyetori 
barange sik bayare mengko. 
Saya  : Pas nyetori niku njenengan sampun ngerti regi-regine barang-
barange nopo dereng? 
Ibu Poniyati : Durung, ngertine ngko nek wis rampungan dikandani lagi ngerti iki 
regone piro iki regone piro piro.. 
Saya  : Hla kok mboten ditangletne riyen pas nembung ken nyetori riyen 
niku hla nopo? 
Ibu Poniyati : Yo ora, mengko itungane nang mburi dadi ngertine yo mengko pas 
itungan. 
Saya  : Dadi regone dipasrahne kaleh penjuale nggih? 
Ibu Poniyati : Iyo. Jenenge wong jaluk tulung yo kudu manut wae arep diregoni 
piro-piro mergo wis gelem nalangi disik, wong ragad ngo ewuh 
kuwi yo akeh arep piye meneh. 
Saya  : Menawi pas sampun rampung hajatane wonten barang sing sisa 
niku pripun? Nopo podo kaliyan sing liyo dibalekne ten mriko 
nopo didol dewe nopo pripun? 
Ibu Poniyati : Ngonku kae tak balekne, hla nang omah yo arep nggo ngopo wong 
turahe akeh. Nek dibalekne kan dadi duwit iso ngo nutup rego sing 
kudu dibayar mau. 
 
86 
 
 
Wawancara dengan Ibu Kismi pada tanggal 23 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Niki bar hajatan nggih kemarin niku? Niku njenengan mendhet 
barang ten penjual carane pripun? 
Ibu Kismi : Iyo sidik tek winggi kae. Yo nembung nang bakule arep mantu 
ngono. Ngko jupuk barang sik. 
Saya  : Jupuk barang sik mangke bayare keri ngoten.. 
Ibu Kismi : Iyo.. bayare keri ngko disetori barang sing sak durunge hajatane 
dimulai rong dino opo telung dino.. 
Saya  : Nek sawise hajatan niku biasane wonten barang sing turah gek 
dibalekne ten penjuale malih, ngene njenegan turah mboten? 
Ibu Kismi : Alhamdulillah turah ning dingo dewe. Wong nek dibalekne gur 
dirego murah. Dadi yo pilih dingo dewe.. 
 
Wawancara dengan Ibu Karyati pada tanggal 24 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Riyen pas hajatan nggih balekne barang ten penjuale mboten dhe? 
Ibu Karyati : Yo nyalok tak balekne nyalok tak ngo dewe. Wong nek dibalekne 
ki yo mung dirego murah. 
Saya  : Murah niku luwih murah saking pas numbase? 
Ibu Karyati : Iyo 
Saya  : Niku pas njenengan nyuwun barang riyen njenengan sampun 
ngertos rega-regane nopo dereng? 
Ibu Karyati : Yo durung. Ngertine pas bayare, mengko totalan pas rampungan. 
Saya  : Tahun pinten nggih njenengan hajatan niko? 
Ibu Karyati : Rong tahun winggi. 
Saya  : Nek wonten sisa barang ngoten niku kok mboten dijual ten sing 
liyo nopo ten pasar? Kan nek dibalekne diregine benten,hehe  
Ibu Karyati : Ora, yo pilih rono sing cedak tur no yo genah sing nuku. Nek nang 
pasar dadak kelangan gowoni runk karuan gelem nuku. Nek 
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digowo nang bakule meneh kan genah dituku tur no yo iso 
nguranggi rego sing kudu dibayar, dilunasi.  
 
Wawancara dengan Ibu Saginem pada tanggal 24 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Dhe pas hajatan riyen nggih sami kalih liyane, mendhet barang 
riyen bayare keri? 
Ibu Saginem : Iyo. 
Saya  : Trus nek enten barang sisa dibalekne ten mriko malih nopo pripun? 
Ibu Saginem : Iyo tak balekne ben nyaur kurangane iso kelong. hehe 
Saya  : Hla nek balekne niku ngomonge ten penjual pripun? 
Ibu Saginem : Lak pas pesen kae ngko ngomong karo penjuale,‟ mengko nek enek 
turahan tak gowo rene yo‟ ngono ning yo kadang penjuale yo 
ngomongi nek enek turah kon gowo rono wae rapopo ngono. 
Saya  : Ooo dadi pun enten kesepakatan riyen nggih? 
Ibu Saginem : Iyo. 
Saya  : Soal harga barang niku njenegan pun ngertos dereng pas diteri 
maupun pas nembung ken ngeteri riyen ngoten? 
Ibu Saginem : Harga yo ngertine pas totalan. Pas wis rampung hajatan kan moro 
rono karo gowo barang sing turah mau ngko itungan enteke mau 
piro-piro ngko ditotali. 
Saya  : Dadi sebelume njenengan dereng ngerti harga-hargane? 
Ibu Saginem : Durung babar blas.. 
Saya  : Hla kok mboten tanglet-tanglet hargane hla nopo? 
Ibu Saginem : Kuwi ben diurus penjuale, sing penting hajatane cukup ngono. 
Ngko itungan ki masalah keri. 
 
Wawancara dengan Ibu Wiji pada tanggal 24 April 2018 (selaku pembeli 
yang menyelenggarakan hajatan) 
Saya  : Riyen hajatan mendhet barang-barang sing diperlune niku lunas 
nopo mendhet barang riyen bayare keri? 
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Ibu Wiji : Yo wis lunas mbiyen, ning yo jupuk barange disik bayare keri. 
Saya  : Akeh-akehe nggih ngoten niku nggih.. 
Ibu Wiji : Iyo hla nek ra ngono yo ra enek sing nalangi dhisik. 
Saya  : Hla mboten pinjem di bank mawon? 
Ibu Wiji : Nang bank yo dadak ngo agunan opo sing arep digadaine. Nek 
mbiyen sak durunge ono coro koyo ngono yo nyilihe nang bank. 
Gandeng saiki wis enek sing nalangi dhisik yo pilih kuwi sing ra 
enek agunan babar blas. 
Saya  : Hla ngoten niku njenengan ke penjuale itungane utang nopo tumbas 
niku?  
Ibu Wiji : Yo utang yo tuku, tuku ning bayare keri. Itungane nang mburi. 
Saya  : Niku njenengan nembung ke penjuale pripun nggih? 
Ibu Wiji : Angger moro ngomong arep mantu ngono wis mudeng dewe. 
Saya  : Ooo pun apal nggih.. 
Ibu Wiji : Iyo wis kerep nalangi wong mantu kok. 
Saya  : Niku nek enten barange sing turah sanjange angsal dibalekne ta? 
Ibu Wiji : Iyo dibalekne ning karo sing dodol yo dituku murah. Nek gur 
dibalekne thok ora dirego murah yo bakule wegah rugi kudune 
barang kuwi dibayar malah dibalekne meneh. 
Saya  : Nek balekne niku pun wonten kesepakatan sebelume dereng? 
Ibu Wiji : Iyo enek. 
Saya  : Kesepakatane pripun niku? 
Ibu Wiji : Yo nek enek siso dibalekne rapopo. 
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LAMPIRAN V 
 
DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA 
 
 
(wawancara dengan ibu Kismi pada tanggal 23 April 2018) 
 
 
(wawancara dengan ibu Sutini pada tanggal 22 April 2018) 
 
 
(wawancara dengan ibu Dwi pada tanggal 10 Juni 2017) 
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(wawancara dengan ibu Sugini pada tanggal 22 April 2018) 
 
 
 
(wawancara dengan ibu Poniyati pada tanggal 23 April 2018) 
 
 
 
(wawancara dengan ibu Tumi pada tanggal 22 April 2018) 
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